
BUPATI I,ABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
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TEN'TANG
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Ilenimbang : a.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 

-26 Tahu.t 20O7 tentang Penataan Ruang'

s..t" t"tj.ait Va perubahan faktor-iaktor eksternal dan internal
membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah

Kabupaten Labukralbatu Selatan secara dinamis dalam satu

l;;"i". tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik' kondisi

sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi;

bahwa dalam rangka penerapan desentralisasi dan otonomi

a"etrf, sebagaimana ditetapkan dalam Undalg-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, mengenai

kewenanganpelaksanaan pembangunal termasuk pelaksanaan
pere.,carraan tata ruang wilayah kabup-aten/ kota berada pada

Femeriltah Kabupaten dan Pemerintah Kota;

bahwa ruang merLrpakan komponen lingkungan hidup yang

bersifat ter6atas irrr tidak terba'harui, sehingga perlu
dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara

berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang darr
generasi yang akan datang;

bahwa perkembarigan pemba;rgunan khususnya pemanfaatan
.uaog ai Kabupaien Labuhalbatu Selatan diselenggarakan
dalari ralgka miningkatka-n kesejahteraan masyaratat melalui
pemanfaatan potensi sumberdaya a1am, sumberdaya buatan,
dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya

dukung, daya tampttng dan kelestarian lingkungan hidup;

bahwa untuk mellgarahkan pembangunan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dengal memanfaatkan ruang wilayah
secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna,
berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang l: erkeadilan dal memelihara
ketatranan nasional;

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat yang
dilaksanakan secara bersama oieh pemerintah, masyarakat,
dan dunia usaha;

g. bahwa berdasarkan pertimbanglu1 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hurrf e dan huruf f'
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
'tata Rualg Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2OL7-2O37.

C.

d.



lr'Iengingat : 1.

2.

Pasai 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nonr'>r 33 TahtLn 2004 tentang Perimbangan
Keuangan. antara Per.:rerintah PuLs:rt dan Pemerintah Daerah
(Lembaral Negara Rep,ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undalg-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penalggulangal Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

'I

o.

4.

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatarl di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4868);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga-n
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 139, Tarnbahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059)l

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahal Kedua atas Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara ,

Republik Indonesia Nomor 5679); i;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang ,lr

Perlindungan Hutan (l,embaran Negara Republik Indonesia i1r

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republiki
Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembarax Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, I'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6E 'l'ahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataal Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masya.rakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5160);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tairun 2013 Tentang Tingkat
Ketelitial Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).

Dengan Perseh:juan Bersama

DEWAN PERIi/AKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dal

Menetapkan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSK,AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2017-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Da1am Peraturan Daerah ini yarrg dimaksud dengar :

1. Kabupaten ada-la]1 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Indonesiayang memegang kekuasaari pemerintahan Negara Republik
sebagaimala dimaksud Undang-undang Dasar 1945-

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
Penyelenggara Pemerintahari Daerah.

4. Dewan Perwakilar Ralqyat Daerah yalg selanjutnya disebut DPRD
Dewar Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Republik
Indonesia

unsur

adalah

5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan
6. Perahrran Daerah selanjutnya disebut Perda ada-la.ll Peraturan Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termaluk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat mamrsia
dan malhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

B. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pefinukimal dal1 sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Poia ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatrr wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaa.n
pemanfaatan ruang dan pengendalial pemanfaatan ruang.

12. Rencana tata ruang adalah hasil perencalaan tata ruang.
13. Penyelenggaran penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pembinaan, pela-ksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan lardasan

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkal kinerja

penataan ruang yang diselenggatakan oieh pemerinteih daerah, dal masyarakat.

...) -

tata ruang,

pengaturan,

hukum bagi



16.Pelaksanaanpenataanruangadalahupayapencapararrtujuanpenataanruang- - 
*"tJU pelai<sanaan p...nc"t't"n tata ruang' pemanfaatan ruarg' dan

pengendalian pemanfaatau ruang'
lT.Perencanaantataruangadalahsuatuprosesuntukmenentukanstrulrhlrrua.ng

dan pola ruang yang mEtiputi pen5rusunar dan penetapan rencana tata ruang'

18. Pemanfaatan ."rog ";J;h 
upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

-- 
rurrg sesuai dengin ,".".rr. tata ruang meialui penln-rsunan dan pelaksanaan

prograrn beserta PembiaYaannYa'
19. Pengendali"r, p"*urrf,"i* **g adalah upaya untuk mewujudkan terlib tata

ruang.
2O. Pengawasar penataan rualg adalah upaya agar penyelenggaraan penataan
-" ;;; a;p;'aiwujudtan s?suai dengarr ketentuar peraturan perundang-

undangan.
2l.PengaturanzonasradalahketentuantentangpersyaratanpemanfaatanrLrang

sektoral aan tetentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona

p".ot t rt rt yang penetap an zoflarLya dalam rencana rinci tata ruang'

22. Peraturan zonasr adalah ketentuan yang . 
mengatur tentang persyarata-n

pemanfaatarr .r"r,g J^tt kelenLuan pengendalian"Y" d"t-11:1":1:"*k setiap'

;i;[z;;p"runtu"kan yang peneJap.an zo.'a,.,ya da]arn renca'a rinci tata ruang.

23.Izrn pemanfaatan 
-."rrg ""arrrr1 -izin yang dipersyaratkan. dalam kegiatan'

pemanfaatan .rrulrg """l'Ii 
dengal ket':ntuan pet^t"^tt perundang-undangan'

Z+. ilgif"Vaf, adal'h .o"og yurrg irerupakal kesatuan geografrs beserta segenap

unsur terkait v"rrg 
''uit""- 

dan 'sistemnya ditentukan berdasarkal aspek

administratif dan atau aspek fungsional'
25. Rencana Tata Ruang wilayah Kibupaten (RTRWK) adalah rencarra tata ruang

yalg bersifat lr*r-'a*i -itayaL katupaten' yang berupa r-encana operasional

;;. b;g"tr- wit^yah-t"uupiten sest'a' dengan peran dan fungsi wilayah yang

i"iJ altlt"pt". air"r, RTRW yang akan menjacli landasan dalam pelaksanaan

pembangunan di wilayah kabupaten'.
26. Strategi p"rr"t"rrr i.Ji *if"yaf' kabupaten adaiah penjabaran kebijakan
-"';;;d.-;;;. rc-a"rJn unikal-raI1gt<ah pencapaian tindakan yang lebih

nyata yang menladi dasar dalam pen5rusuna-n rencana strul<tur dan pola rualg

wilaYah kabuPaten.
27. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten aclalah rencana yang mencakup

sistemperkotaanwilayahkabupatenyallgberkaitandengankawasanperdesaan
aufr- *t"v"t pelayJna-nnya dan jaringan prasarana ylafah kabupaten yang

dikembangkan ""iir. 
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk

melayarrikegiatanskalakabupatenyangmeliputisistemjaringantransportasi,
sistem jaringan ..r".gi aun kelistrilan, sistem jaringan teleloTunikasi, dan

sistem jaringro ",'.-6"' 
daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan

atau waduk dari Jaerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki

skala laYanan satu kabuPaten'
28'Rencanasistemperkotaandiwilayahkabupatenadalah.renca.nasusuna]:I--'lu*."* perkota; sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang

menunjukkan t<eterkaita-i saat ini maup"' rencana ya,,g membentuk hierarki

p"i"vrr"" dengan cakupan dun dominasi fungsi tertentu dalam wilayah

kabuPaten.
zg. pusai Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasa:r

pefkotaan yang 
- 

berfrr.rgsi' u;hrk melayani kegiatan skala internasional,

nasional, atau beberaPa Provinsi'
30. pusat Kegiatan St "t 

gi" Nasional yang seianjutnya disebut PKSN adalah

kawasan ferkotaan yrt! dit"t"pt'n titttuk mendorong pengembangan kawasan

perbatasal negara.
3l.i')usat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut- PKw.a{alah kawasan
" ^ 

F;k"td;,ang berfungsi untui melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

kabuPaten/kota.
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32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatal.

PI(L ardzrlah kawasan perkotaan
kabupaten/kota atau beberapa

33. pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutrrya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecarnatan atau
beberapa desa.

34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegia la.n skala antar desa.

35. Jalan adatah prasarana transportasi darat yang rneliputi segala bagial ja1an,

termasuk balgunan pelengkap dan perlengkapan-nya. yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yalg berada pada permukaarr tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah perrnukaan tanah dan/ atau ai.r, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan ka.l.lel.

36. Sistem JaringaL Jalan adalah satr.l kesatuan ruas jalal yaxg saiing
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

37. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Urn.tm yang digunakan untuk
mengatur kedatalgal dan keberangkatan, melraikkan dall menurunkan orang
dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

38. Terminal Tipe A adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan
antar kota antar provinsi dan/atau algkutan lintas batas negara, angkutan
antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaar.

39. Terminal Tipe B ada-lah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutal
antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutaJl pedesaan.

40. Terminal Tipe C adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutar
pedesaan.

41. Rencana poia ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan
ruang wilayah kabupaten yang meiiputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan budidaya yang dituju sampai denga-n akhir masa berlakunya RTRW
kabupaten (2O tahun) yang dapat mernberikal gamberan pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten yalg dituju sampai dengan akhir masa berlakunya
perencanaan 20 tahun.

42. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, terfiiasuk pengelolaan sirmber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan. jasa pemerintalr, peiayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

43. Kawasan perkotaan adalah wiiayah yang mempunyai kegiatan r-rtama bukan
pertanian dengaa susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

4ul. Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wiiayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasiona-l
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah ya;lg telah ditetapkan'
sebagai warisan dunia.

45. Kawasan strategis provinsi (KSP) aoa-lah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau iingkungan.

46. Kawasan strategis kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskal karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau iilgkungan.

47. Kawasar Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

48. Kawasan cepat tumbuh ada-Iah kawasan budidrrya yang didalamnya terdapat
kegiatan produksi, Jasa, permukiman yang herkontribusi penting bagr
p engembangarr ekonomi daera-h.

49. Kawasen Pertahenan Negera adalah wilayah yang cl.itetepkan secan'a nasional
yang dtgunekan untuk kepentingan pertahanatl.



50. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem ller-upa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohona.n dalam _persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya Lidak dapat dipisahkan'
Si. Dairah-Aliran Sungal yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah

tertentu ya-Ilg bentuk dan- sifat alaff,nya men-rpakan satu kesatuan dengan

sungai dan a]rat<-anak sungainya yar'.1; berfungsi menampung air yang berasal

dari"curah hujan dan sumber air lainrya darr kemudian mengalirkannya melalui

sungai utama ke laut.
52. nuairg terbuka hijau yang seianjutnya disingkat RTH adalah area-- 

*"*io.;rog/jalur aan/ atau mingelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

terbuka, tJmpat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam'

s3. iruang tJrbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orarg
perseorargai yrrrg pi*"nfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain
t"*p. kJbun 

- 
atJu halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang

masyarakat secara umum.
SS. aralian pemanfaatan ruaxg wilayah kabupaten adalah ara1.an untuk
- - r""*jraial1 struktur rourrg da. pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengall

rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui pen]rusunan dan pelaksalaan
p.ogr"* beserta pembiayaanny., dul"ttt suatu indikasi program utama jangka

menengah lima tahunal kabupaten.
56. IndikaJi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjr:k yalg

memuat ,r"rf"., program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan' sumber

dana, dan instansi pelalsana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan rencana tata ruang'

57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan .,jrog wilayah kabupaten adalah

ketentuan-kitentuan yang dibuat atau disusun dalam ,paya mengendalikan
pemanfaatanruangwilayahkabupatenagarsesuaidenganRTRWkabupaten
|ang dirupak"., dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketefrtuan
p..#rnan,'t etentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi unhrk wilayah
kabupaten.

58. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan Umum
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang

ai.,i=rtr u-ntuk ietiap klasifrkasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah kabupaten'
59. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yanB ditetapkan oleh- 

pemerintaf, daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang hams dipenuhi oleh

letiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang cl igrrnakall sebagar alat dalam

melai<sanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana

tata ruang yang teiah disusun dan ditetapkan'
60. Imbalan ierhadap pelaksanaan kegiatan yang sej alan dengan rencana tata

(rang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang'

61. Arah--an sanksi-adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaral pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengall rencana
tata ruang Yang berlaku.

62. Masyarakii adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukilm adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain

ditanami tumbuhan.
54. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH

pemerintah daerah kota/kabupaten yang

dalam penyelenggaraan penataan ruang'
63. Peran masyaralat adalah berbagai kegiatan

kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk
penyelenggaraan penataan ruang.

yang dimiliki dan dikelola oleh
digunakan untuk kepentingan

masyarakat, yang tirnbul atas
berminat dan bergerak dalam
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Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasai 2

(1) RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan berperan sebagai alat operasionalisasi
pelaksanaan pembargunan di wilayah kabupaten.

(2) RTRW kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk :

a. acuan dalam penyusunan Rencarra Pembangunan Jangka Panjattg Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menr:ngah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wiiayah kabupaten;
c. acuan untuk mewr.rjudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah

kabupaten;
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukal pemerintah'

masyarakat dan swastal
e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

dan
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif
serta pengenaan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1

Muatan

Pasal 3

RTRW Kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataen ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur rualg wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan

dal sistem jaringan prasarana wilayah;
c. rencana pola ruang wiiayah kabupaten yang meliputi kawasal lindung dan

kawasan budi daya;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan mang wilayah kabupaten yang terdiri dari indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruarig vriiayah kabupaten yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentual insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 4

Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administratif mencakup :

(1) wilayah daratal, wilayah udara dan perairan lainnya dengan luas kurang lebih
321.460,58 Ha (tiga ratus dua puluh saturibu empat ratus enarnpuluh koma
lima delapan hektar)dengan batas wilayah meliputi :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan KabupatenPadang

Lawas Utara; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan KabupatenPadang Lawas Utara.

(2) Lingln-rp wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. KecamatanKotapinang;
b. Kecarnatar Silangkitalg;
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c. Kecamatan Sungai Kanan;
d. Kecamatan KamPung Rakyat;dart
e. Kecamatan Torgamba'

{3) Lingkup wilayah perencanaan Kabupatel digambarkan dalam peta sebagaimana

tercanhrm d^tr- Lr;;;;'i p"i"'"a*i"iirasi vang merupakan bagian tidak

terpisalrkan dari Peraturan Daera'h ini'

BAB Ii
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PtrNATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasa-l 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bgrtulua:r untuk mewujudkan Kabupaten yang

aman, nyarnuo, proa,tttit daln berkelanjutan yq1)g berbzrsis perkebunan dengan

mema,faatkan po"i"i "[Ii"gi* i."g i"r"d" p"a" 3htrrr ]intas timur dan penghubung

j al:r lintas barat sumatera'

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Rurrng Wilayah Kabupaten

Pasa-l 6

Untuk mencapai tqiuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ditetapkan kebijakan sebagai berikut.:dltetapKan ltsr''rJa-.'arr *;"dJ;;;1ti 
unggulan yang memperhatikan kelestarian

a. pengembangan sektr
iittglurrgrrr dan daYa dukung lahan;

b. membangun sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas'

c. mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang

berbasis pertanian, 
* 

Terkebunan dan kehutanan guna meningkatkan

kesej ahteraan masyarakat; dan

d. memperkuat dan memulihkal fungsi kanvasan lindung'

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Rualg Wilayah Kabupaten

' Pasai 7

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) meliPuti :

a.mengembarrgkansistempertan.ianterpadudarrberkelanjutandilahan--p"-Jri"r""lpErkebunan, 
agribisnis, -agroindustri 

dan jasa pendulmng yang
^menghasiikan produk dan memiliki keunggulan kompetitif;

b. .o"n!"-ba.rgf..rt t"gl"t"tt pertarnb-angan dan industri bagr kcsejahteraan

masyarakat a"rrg"o ,il"-i*malkan dampak negati{ terhad?p lingkungan; da:r

.. ;;;aa;6fG"i;;;;G;;;a d ari menge-mbangkan ke giatan pariwisata

berbasis lingkungaa'

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 6

ayat(21meliPuti | '

a. pembangunarl sarana dan prasarana trdnsportasl V'lg lnarnpu mendorong*'p"tt"*rJrfran 
ekonomi kawasan secara signifikal dan 

-berimbang;
b. pembangun* .i"t"* jaringaa -egsaran" dan fasilitas sosial secara
-';;;t";$rar drfl iemaali selsuai iebutuhan masyarakat pada setiap pusat

Pennukirnan;

adil dan merata;
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c. peningkatan sararra dal prasarana perhubungan dari pusat produksi
komoditi unggulal menuju pusat pemasaran;

d. penyediaan 
-"arrna dan piasarana pendukung produksi untuk menjamin

kestabilan produksi komoditi unggulan; dan
e. pembangunan dal1 pemerataal fa"ititas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan,

pendidikal, air bersih, pemerintahan dan lain-lain)'

(3) Strategi untuk melaksanakan kebij akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) meliPuti :

a. penlngtatan produktivitas hasil perkebuuan, pertanian, perikanal'
perternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

u. iem.ntaatan lahan non prod.uktif secara_ lebih bermakna bagi peningkatan

Loutlt 
" 

lingkungan dan peningkatarr pendapatan masyarakat;

c. peningkata; te:knologi 
^ pertanian, termasuk perkebunan, perikalan'- -p"i"rri"f.* dan kehuianin sehingga- tedadi peningkatan produksi dengan

i*rfit*" yang lebih baik dan berniiai'ekonomi tinggi;
d. penguatan pemasaran hasil pertanial melalui peningkata:r srrmber daya

*ariusia dan kelembagaal seria fasilitasi sertifrkasi yang dibutuhkan;

". 
p"rrge*Uu.ttgan indusfr pengolahan hasii kegiatal agro sesuai komodita's

i-gguL, kawasan aan teuutuuan pasar (agroindustri dan agribisnis); darl

f. p.-ffigf."t". kegiatan pariwisata. melalui peningkatan prasarana dan sarana

p"rdrit rrrg, pengelolaan objek wisata yarg lebih profesional serta pemasaran

yang lebih agresif dan efektif'

(4)StrategiuntukmelaksanakankebijakansebagaimanadimaksuddalamPasal6
ayat (4) meliPuti :

"l 
p"irJt"p*i tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan

Lepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
b.;;;y.;;"" dan plhksanaa, program rehabilitasi lingkungan yang berbasis

masYarakat;
c.peningkatanpengelolaanlingkunganhidup.danpengendalianken:sakandan

pencemaran lingkungal; i
d. ieningkatan t .p""It", masyarakat da1am pengeiolaan sumber daya

keanekaragaman haYati; dan

". 
p""g"*U"iga, kegiltan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekdigus
jrgi u"*,r*ri sosi-al-ekonomi seperti hutan kemasyarakatan dan hutan
tanaman rakYat;

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KAIIUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten meliputi :

a. Rencana sistem pusat kegiatan; dan
b. Rencana sistem jaringan prasarala vrilaya.l.'

(2) Rencana struktuf ruang wilaya-h kabupaten digambarkan dalam peta dengan

skala I : 50.000.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

(1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud da-tam Pasal 8 ayat (1)

huruf a meliPuti :

a. sistem Perkotaan
b. sistem Perdesaan 
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(2) Sistem perkotaan sebagaimana dima-ksud pada ayat (J ) meliputi :

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang
berfr:ngsi untuk melayani kegiatan ska-la kabupaten atau beberapa
kecamatan yalg ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi);

b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan karvasan perkotaan yang
berfungsi untuk meiayani kegiatan sk..ala kecamatan atau beberapa desa.

(3) Sistem perdesaan sebagaimana dimeksud pada ayat (2) meiiputi Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat permukiman yarrg
berfungsi untuk melayani kegiatan skaia antar desa.

Pasal 10

(1) PKL sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi I(otapinang;

(2) PPK sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Langga Payung di Kecamatan Sungai Kanan;
b. Cikampak di Kecamatan Torgarnba;
c. Aek Goti di Kecamatan Silangkitang; dan
d. Tanjung Medan di Kecamatan Kampung Ralcyat.

(3) PPL sebagaimana Pasal 9 ayat (3) meliputi:
a. Desa Simatahari di Kecamatan Kotapinang;
b. Desa Perkebunan Teluk Panji di Kecarnatan Kampung Rakyat;
c. Desa Pinang Damai di Kecamatan Torgamba;
d. Desa Huta Godang di Kecamatan Sungai Kanan; dan
e. Desa Manda-lasena di Kecamatan Silangkitang.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringal Prasarana Wilayah

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana wiiayah sebagaimana dimakasud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. Sistem prasarana uta-rna; dan
b. Sistem prasarana lainnya.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) digambarkan da1am peta Rencana Sistem Jaringan Prasarala
Wilayah Ka-bupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturein Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringal Prasar:lna Utama

Pasal 12

(1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimal<sud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) huruf a
terdti atas:
a. jaringan jalan termasuk jalan lingkar kota (ring road);
b. jeringafl pre.iarelra. 1o}: lintee dan angkuten jalan; darr
c. jaringan angkutan sungai, daaau dan penyeberangan (ASDP).

(3) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana riimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah pembangunan bandar udara.

- 10-



12)

(3)

(4)

Paragr;i 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud da-iam Pasa-i 12 ayat (2) huruf a
' ' berda-sarkin fungsi terdiri atas jalan bebas hambatan, j alan arteri primer, dan

jalan kotektor Primer 1, 2 dan 3.

pengembangan jaringan jalan bebas hambatan meliputi ruas : Labuhan Batu-
t atihanUatrr Selatan menuju Provinsi Riau, yang merupakal bagran dari jalan

bebas hambatan Pulau Sumatera.

Jaringan Jalan Arteri Primer yang merupakal jalan nasional, meliputi :

a. Aek Nabara-SimPang KotaPinang;
b. Simpang Kotapinang-Torgamba-Batas Provinsi Riau'

Jaringan Jalan Koiektor Primer 1 yang merupakan jalan strategis nasional,

-"fipirU ruas Simpang Kotapinang-La,gga Payung-Batas Kabupaten Padang

Lawas Utara.

(5) Pengembangan jaringan jalan kolektor 2 yang merupakan jalan kabupaten
meliputi:
a. Sp. Ranto Jior - Hajoran-Hutagodang;
tl.s,ampean-Marsonja-BargotTopong-PatiheJulu_Sp.Maropat-

Hasahatan - batas Paluta;
c. Ranto Jior - Sigadung Laut - Ujung Gading;
d. Ujung Gading - Singkam - Tapian Nadenggan;
e. Ulung Gading - Tapian Nadenggan - Batalg Cogar;

f. Tapian Nadenggan - Sp' Pintu Padang;
g. Uutagodalg - Sp. Pintu Padang - Aek Korsik - Parimburan - Sampean;

fr. Uursin3a --Sibad.ar - Binaga Tualang - Paclang Ri - Rondaman - Sinjomart

Aek Gambir - Mandala - Sihalombuk - batas Palul.a;

i. Aek Korsik - Batu Porkas - batas Paluta;
j. Parimbural - SiPilPiI;
k. Hutagodang - Tanjung Marulak - baias Latruhanbatu;
1. Aek Tobang - Banyu-^s - Tanjung Beringin;

m. Tandikat - Pasir Putih - Bintais;
n. Sp. Tiga Kotapinang - batas Paluta;
o.gatas-t-abuhanbatrr(Kp.Dalam)-AekGoti(Silangkitang)-Salingsing;
p. Salingsing - Normark - Sp. Mampang;
q. eatas- i,abluhanbatu _ Rintls - ujung padalg - Ulu Mahuam - Salingsing;

i. e.t Goti - Tanjung Beringin - Aek Tinga - Simandiangan;
s. Salingsing - Aek Kulim - Aek Tinga;
t. Aek Tinga - Karang Sari;
u. ulu Ma_huam _ piya Mambang - sukadame - batas Labuhanbatu - Tugu

Sari - Blok Songo;
v. Rintis - Sukadame;
w. Padang Ri - Simatahari - Babussalam - Aek Hije - Bato Ajo;

x. Sp. Jalan Provinsi - Bangun Jadi - Perk' Nagodang;
y. Jl. KalaPane;
z. Jl. Mesjid;

aa. Jl. KamPung Raja;
bb. Jl. KamPung Pulo;
cc. Jl. KamPung Jawa;
dd. Jl. Ahmad Yani;
ee. Jl. Istana;
ff. Jl. H.M. Yarnin;

gg. Jl. Lobu;
hh. Jl. Pancasila;
li. Jl. labu (45);
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jj. Jl. Lobu (PAM);
l<k. Jl. Bilal;

11. Jl. Tomatua;
mm. Jl. Kampung Malim;
nn. Jl. l,abuhan Baru (Sp. Suzuki);
oo. J1. Kp. Baru I;
pp. Jl. Kp. Baru II;
qq. Jl. Kp. Baru III;
rr. JI. Perjuangan;
ss. Jl. Halim;
tt. Jl. Kp. Banjar I;

uu. Jl. Kp. Banjar II;
w. Simaninggir - Asam Jalr'a;

rvw. Blok Songo - Simaninggir;
xx. Sisumut - Bunut - Asam Jawa;
]1,. Sp. Jalan Negara - Tanjung Medan - Tanj ung Mulirr - Batang Saponggol;
zz. ^fan}ung Mulia - batas Labuhanbatu;

aaa. Sp. Jalan Negara - Perlabian - Lohsari - Parsiluangan;
bbb. Sp. Tanjung Medan Pekan - Perlabian;
ccc. Sp. Jalan Negara (Sp. Kayr Manis) - Air Merah - Ttrnj ung Medan;
ddd. Taljung Medan - Pardomuan;
eee. Batang SaPonggol - Bunut;
fff. Sp. Sungai Pinang - Tasik Rejo - Batu Ajo;

ggg. Sp. Jalan Negara (Sp. Asam Jawa) - Sumberjo - Batang Saponggol - Teluk
Panji - Sidomulyo;

hhh. Sp. Sukajadi - Sapilpil - Sp. Teluk Ftampah - Bangai - Sp. Limun - Rasau -
Aek Torop - CikamPak;

iii. Sp. Teluk Rampah - Teluk Rampah;
jjj. Cikampak - Bis II - Kp. Baru - Pinang Damai - Sp,. Pinang Awan;

kkk. Cikampak - Aek Torop;
111. Cikampak - Jl. Asahan;

mmm. Sp. Anggrek - Aek Raso;
nnn. Aek Raso - Bukit Tujuh - batas Tapsel;
ooo. Cikampak (Sp. Tugu Cikampak) - Cindur;
ppp. Cindur - Sei Meranti.

(6) Pengembangan Jaringan jalan kolektor 3 yang rlerupal<an rencana jalal
strategis kabupaten meliPuti :

a. Cikampak - Teluk Panji - Sidomulyo - Tanjung Medan - Toian;
b. Simpang Cikampak - Rasau - Simpang Limun - Sabungan;
c. Aek Batu - Bunut - Simpang Sisumut;
d. Sisumut - Ulu Mahuam.

Pasal 14

Rencana pengembargan sistem jaringan angkutan penumparlg darr barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. Penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki
jalan;

b. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem terminal penumpang terdiri
atas terminal tipe B dan terminal tipe C;

c. Pengembangal terminal regional tipe B di PI{L Kotapina-ng;
d. Pengembangan terminal tipe C di PPK Cikampak, PPK Langgapayung, PPK

Tanjung Medan dan PPK Aek Goti; dan
e. Pengembangan sistem jaringan angkutan barang, meliputi penetapan lokasi

termina-l angkutan barang dengan fasilitasnya diarahkan pada jaringal jalan
arteri serta kolektor primer dan sekurlCer.
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Pasa-l l.5

Jaringan aagkutan sungai, dalau dan penyeberalgan sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 12 ayat {2) huruf c, meliputi pengembangan jembatan penyeberalgan
di Sungai Barumun Kecamatan Kampung Ralyat.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan 

Tff lf**"" 
Transportasi Udara

(1) Rencana sistem jaringan tralsportasi udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 aYat (3) terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk Penerbangan'

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
atas pembangunan bandar udara di Kecamatan Sungai Kanal altara lain
berada di Desa Hajoran dan Kelurahan La'ngga Payung;

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) hufuf b' ' melipirti ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar baldar
udara dal ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbalgal;

(a) Dalam pengembangan bandar udara sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)' 
mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara sesuai ketentuan peraturan
perr:ndang-undangan penerbangan.

Jaringan PerkeretaaPian

Pasal 17

(1) Pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12' ' 
"y.i 1f1 huruf b merupakal bagian rencana pengembarga' jaringan Kereta Api
TraLs Sr.rmatera.

(2) Rencana stasiun kereta api sebagaimana pada ayat- (1) antara lain berada di
kecamatan Kotapinang dan Kecamatal Torgamba.

(3) Jaringan kereta api yang dimaksud pada ayat (1) akan menghubrmgkai :

a. Batas Kabupaten Labuhanbatu-PKl Kotapinang;
b. PKL Kotapinang - PPK Cikampak; dan
c. PPK Cikampak - Batas Provinsi Riau.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sestem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Rencana sistem jaringan energi;
b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c. Rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
d. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainr-rya.

Bagian KeemPat
Rencana Pengembangar Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 18 huruf a terdiri
atas:
a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik;
b. Pengembangan jaringan transmisi energi listrik
c, Pengembangar prasarana energi llstrik; dan
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d. Pembangunan jaringan pipa gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud peida ayat (1) hurlf a terdiri
atas:
a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik terbarukan dapat

sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
dikembangkan

I

b. Pembangkit listrik tenaga diesel, uap dan gas;

c. Pengembangaa sumber energi L'aru dan terbarukax yang
potensi biomassa dan biogas;

d. irengembangar pembangkit listrik l.enaga surya di wilayah yang berpotensi.

(3) Jaringan traIlsmisi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
' ' terupl pengembangan j aringan transmisi tenaga listrik dilakukan melal,i :

". 
pemUangunan jaringan interkoneksi Sumatera Utara; dan

b. pemba,[rrna' -jaringan 
SUTET Rantauprapat - New Garuda Sakti (Riau)

yrng 
"ntar" 

lain mElalui Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang
dan Kecamatan Torgamba.

(4) Pengembangan prasarana energi listrik kabupaten dilakukan melalui
pembalgunan gardu induk di PKL Kotapinang; dan

(5) Pembangunall jaringan pipa gas bumi merupakan bagian dari pengembangan
' ' 

j aringan pipa gas nasional j alur Duri-Asahan yang melewati kabupaten.

Bagian Kelima

Paragraf 6
Rencana Pengembalgan Sistem Jaringan'lelekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan teiekomunikasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 18 huruf b
terdiri atas:
a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyedialan pelayanal

telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten;

b. penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver Station

igts) .rnt rt pemalfaatan secara bersama-sarna antar operator dilalorkan
d.ngro memp..h"tikan renca-n a penataan pembangunan menala telepon selular
(cell phone) kabuPaten;

c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan menjangkau
thlkspot pada wilayah berbukit dan wilayah terpencil;

d. peningkatan layanan jaringan teiekomunikasi baik melalui sistem kawat,
iadio atau sistem elektromagnetik lainrrya untukkepentingan bertelekomur

penambahan jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan, baik
iengal jaringal sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagrretik lainnya;

pembangunan sarana dan prasarana teiekomunikasi di wilayah-wilayah yang
belum terjangkau jaringan telekomunikasi; dan

pemanfaatan jaringal teiekomunikasi sistem radio dan elektromagnetik lainnya
di ka*.""11 perkotaan dan perdesaan, serta penataan menara telekomunikasi
melalui pembangunan menara terpadu'

Bagial Keenam
Rencala Pengembangan Sistem Jaringarr Sumberdaya Air

Pasal 21

Sistem jaringan sumber daya air, meliputi :

a. jaringan srrmber daya air; dan
b. prasarana sumber daYa air.

e.

1.

c.

i (1)
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ti'

..:
(2) Jaringan sumber daya air meliputi :

a. wilayah sungai (ws);
b. danau;
c. badal air dalau; dal
d. sumber mata air lainnYa.

(3) Prasarana sumber daya air meliputi :

a. prasarana irigasi;
b. sistem prasarana air minum; dal
c. prasarana pengendalian daya rusak air.

Pasal 22

(1) Jaringan Sumber Daya Air sebagaimaia yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21

berhrjuan untuk menjaga siklus hidrologi dan Daerah Aliran Sungai.

{2) Wilayah sungai dan Daerah Aiira:r sungai terdiri atas DAS Kualuh Barumun.

Pasal 23
.

(1) Prasarana sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)

berh-rjuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku dan
, pengendalian baljir.
(2) prasarana irigasi sebagaimana dima-ksud da1am Pasal 21 ayat (3) hurrf a

merupakan wewenang kabupaten, yang terdiri atas:
a. Daerah Irigasi Aek Menek dan Daerah lrigasi Sihosur berada di Desa

Hutagodang;
b. Daerah Irigasi Hasambi berada di Desa Sarnpean; dan
c. Daerah lrigasi Parmerahan berada di Desa Sabungan;
d. Daerah lrigasi Mampang di Desa Mampang;
e. Daerah Irigasi Marsonja di Desa Marsonja; dan
f. Daerah Irigasi Ujung Lombang di Kelurahal Langga Payung.

3) Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum meiiputi :' 
a. pIngembangan SPAM dengan sistem j aringan perpipaan melayani

permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata dan,

:

l

a:

kawasan;;.
kawasan'

industri serta kawasan kegiatan budidaya lainnya;
b. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan perdesaan dan kawasan

terpencil.

{4) Prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 2L

ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. sistem drainase dan pengendalial ba-njir; dan
b. sistem penanganan erosi dan longsor.

Bagian Ketujuh

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 24

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 18 huruf d terdiri atas :

a. Sistem pengelolaan persampa-hal;
b. Rencala pengembangal sistem drainase dan pengendalian banjir;

Sistem air bersih perkotaan dan perdesaan;
Rencana sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah; dan
Rencana sistem evakuasi bencana.

c.
d.
e.
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Pasal 25

f 1) Sistem pengelolaan persa,rnpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huru-ft-' 
"-"u"rrli-"i, 

,nt i meningkatkan kesehatan rnasyarakat dan kualitas

lingkungal serta menjadikan sampah sebagai srlmber daya melalui prograln

p"fiU"ti"uo timbunan sampah, pendauran ulzrng sampah dan/ atau

pemanfaatan kembali samPah.

(2)Sistempengelolaanpersampahansebagaimanadim:rksudpadaayat(1)terdiri
dari TPS dan TPA.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkar.r pada setiap permukiman

dan pusat-Pusat kegiatan.

(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi TPA di Kecamatan Torgamba

antara lain Desa Asam Jawa, dengan menggunakan sistem sanilary landfilL

Pasal 26

Rencana pengembalgan sistem clrainase dal pengendalian banjir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 hurrf b dilakukan dengan cara:

..-- f 
".rg".rrUurlga.t 

dan pembangunan jaringan drainase dengan konstruksi

tertitup dibangun prd" pr".i-pusat permukiman de.gan memanfaatkan air
permukiman terutama pada PKL, PPK dan PPL;

l.pemban-gunansalurandengankonstruksitertutupdibangunpadakawasan.
perdagangan, perkantoran Ian kawasan komersil; dan

z.pengemu"nganSistemtercampuruntukairlimbalrdarikegiatannon-
domestik dan kegiatal lainnYa;

3. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;

4. pembangunan bangunan pengendali daya rrsak air (banjfu) seperLi

normalisasi alur sungai dan penguatan tebing sungai; dan
S. fenetapan sebagian dari kJwasan banjir sebagai kawasan lindung karena

*"*p"t rrr bagian dari ekosistem rawa/tanah basai;' Qoet lan$ '

Pasal 27

Rencana pengembarlgal Sistem air bersih perkotaan dan perdesaan sebagaimana

dimaksud da-lam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
a. Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat

dal Kecamatan Sungai Kanal;
b. pengembangan jaringan distribusi air minum patla pusat-pusat pemukiman

me.;puti erl xo-tapinfug, ppK Langga palmng, ppK cikampak, ppK Silangkitang
dan PPK Tanjung Medan;

c. prasarana air -bersih perpipaan SPAM meliputi Kecamatan Kotapinang,
, kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai Kanan

dalr Kecamatan Silangkitang; dan
d. prasarala air bersih non-SPAM dan non-lKK.

Pasal 28

(1) Rencana pengembangan sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 24 huruf dikembangkan pada kawasan
permukiman dengan menggunakan sistem seplic tnnk individu yang terdapat
pada:
a. PKL KotaPinang;
b. PPK Largga payung, PPK Cikampak, PPK Aek goti, clan PPK Tanjung Medan;

dan
c. PPL Desa Simatahari, PPL Teiuk Panji,

dan PPL Desa Mandalasena.
PPL Pinang Damai, PPL Huta Godalg, 

,

(2\ sistem pengelolaan air limbah sebagiri[rana dimaksud pada ayat (1) meliprrti :
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a. pengelolaan air limbah sistem komunal untuk karvasan perumahal padat
perkotaan dan kompleks perumahan; dart

b. pengelolaan limba-ll bahan berbahaya dal beracun (B3) terutarna pada
kawasan peruntukan irrdustri.

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan jalur dan rualg evakuasi bencala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas pengcmbangan :

a. jalur evakuasi bencala; dan
b. ruang evakuasi bencana.

(2) Pembangfrnan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a pada Kecamatan Kampung Ralryat berada pada ruas Karnpung Teluk
Panji -Tanjung Mulia - Tanjung Medan - Tolar, Air Merah - Simpang Kal'u
Malis (Jalan Lintas Sumatera) dan pada Kecamatan Sungai Kanal berada pada
ruas Marsonja - SamPen;

(3) Pengembaagan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencala banjir
meliPuti:
a. Kecamatan Sungai Kanan
b. Kecamatan KamPung RakYat
c. Kecamatan KotaPinalg
d. Kecamatan Torgamba

(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdid
atas:
a. jalan poros desa; dal
b. jalan kolektor.

(5) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diarahkan berada di:

- a. balai desa/kelurahan;
b. lapangal terbuka;
c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan;clan
d. bangunan fasilitas umum lainnya.

(6) Rencara jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didukung oleh penyediaalr sarana dan praserrana tanggap darurat bencana
serta sistem peringatan dirli (earlg utarning sgsfem) yang memadai.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Rencana pola ruarig wilayah kabupaten meliputi:
a. kavrasan lindung; dan
b. kawasar budidaya.

(2) Penetapan kawasan lindung dilakuka:r dengan mengacu pada pola ruang

(3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacn pada pola ruang
kawasan budidaya yang memiliki nilej strategis nasiona-l serta memperhatikan
pola ruartg kawasan budidaya provinsi dal kabupaten.

(4) Rencana pola ruang wiiayah kabupaten digambarka,n dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakal
bagial tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud daiam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri
atas:

kawasan hutan lindung;
r.^*r"rt yang membeli'ierlindungan terhadap kawasan bawahannya;

a.
b.

d.
e.

kawasan perlindungan setemPat;
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
kawasan rawatr bencana.

budaya; dan

Bagian }(edua
Rencala Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasal Hulan Lindung

Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud daLam Pasal 31 huruf a adalah

kawasan hutan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahainya
karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan sebagai wilayah tangkapan air,
p"t 

""grfrro 
bencana banjir dan erosi serta pemeliharaa.n kesuburan tanah seluas

i zosi,zg Ha (trrjtrh ribu lima puluh satu koma tujuh tiga hektar) di Kecamatal
Sungai Kanan.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan

Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

Kawasal yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahalnya sebagaimana

climaksud dal-am Pasal 
-3t huruf b meliputi luas seluruh kawasan hutan seluas

t 41.803,31 Ha (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga koma tiga satu hektal)
yang berada di Kecamatan sungai Kaaan, Kecamatan Torgamba daI1 Kecamatan
Kotapinalg.

Paragraf 3
Rencala Pengembangan Kawasan Perlindun gan Setempat

Pasal 34

pola ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan
sempadan danau atau waduk dal kawasan sempadan mata air dan RTH
kawasal perkotaan.

Kawasan sempadan sungai sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dart 50 meter di kiri-

kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman;
b. unhrk sungai di kawasan permukiman ber-upa sempadan sungai yang

diperkirakan cukup untuk dibalgun jalan inspeksi antara 1O- 15 meter; darr
c. luas kawasan sempadan sungai Kabupaten yang ditetapkal adalah meliputi

sungai Barumun, Sungai Kanan, Aek Raso, Aek Kabaro, Aek Tasik dan sungai
kecil lainnya.

(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang
lebamya proporsional dengan bentuk dan kondisi lisik danau/waduk, yang
meliputi: Danau/ Situ Seberalg yalg terdapat di Kecamatan Torgamba.

(4) Kawasan sernpadan rnata air tersebar di st lurutr wilayah Kabrrpaten
Labuhanbatu Selatan.

(1)

(c\
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(5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RTH
privat dan RTH publik yang terdapat di :

a. kawasan perkotaan Kotapinang;
b. kawasan perkotaan Cikampak;
c. kawasal perkotaan Langgapay'u.ng;
d. kawasan perkotaan Aek Goti; dan
e. kawasan perkotaan Tanjung Medan.

Paragrat 4
Rencala Pengembangar Kawasan Suaka Alam,

Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 35

Pola ruang kawasan suaka alam, pelestariax alarn dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi Tamal Wisata Holiday Resort.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 36

(1) Pola ruang kawasan rawan bencala meliputi kawasan rawan bencana geologi,
kawasan rawan masa gera-kal talah / tanah longsor, kawasan rawarr zona
patahan alctif dan kawasal rawan banjir/baljir bandang.

(2) Kawasan rawal bencana geologi meliputi seluruh kecamatan di kabupaten dan
termasuk zona kerawanan tingkat menengah.

(3) Kawasan rawan gerakan tanah/ tanah longsor meliputi Kecamatar Sungai
Kanal dan Kecamatan Kampung Rakyat.

(4) Kawasan rawal baljir/ barjir bandang meliputi Kecamatan Sungai Kanan,
Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung
Rakyat.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Rualg Kawasan Budidaya

Pasa] 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasa,I 3O ayat (1) huruf b terdiri
atas :

a. Kawasan Hutarr Produksil
b. Kawasal Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Pertanian;
d. Kawasan Perikanan;
e. Kawasan Pertambangan;
f. Kawasan Industri;
g. Kawasan Pariwisata;
h. I(awasan Permukiman; dan
i. Kawasa:r Peruntukan Lainnya.

Pasal 38

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud daiam Pasa-l 37 huruf a, terleta_k
di Kecamatal Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinalg dan Kecamatan Torgamba
dengan luas t 29.054,89 Ha (dua puluh Sembilan ribu lima puluh empat koma
delapal Sembilan hektar).
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Pasal 39

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b,

terletak di Kecamatan Sungai Kanan dengan luas i 3.596,27 Ha.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huru{ c,

meliputi:
a. kawasan Peruntukan pertanian ta-rtarnan pangan;
b. kawasan peruntukan h.oltikultura;
c. kawasan perkebunal; dan
d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meiiputi:
a. Kelurahan Langga Payrng Kecamatan Surrgai l{anan seluas lebih kuralg

27,7OHa;
b. Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan seluas lebih kurang 10,10 Ha;
c. Desa Mampang Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang 65,12 Ha;
d. Desa Pasir Ttrntung/ Hadundung Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang

75H,a.

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, diarahkal di semua kecamatan-

(4) Kawasan peruntukan perkebunan dengal luas kurang lebih 240.302,43 Ha
(dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua koma empat puluh tiga hektar)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c, diarahkal sesuai dengan
kesesuaial lahannya meliPuti :

a. Kelapa sawit di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhalbatu Selatan;
b. Karet tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
c. Kakao di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Karnpung Rakyat,

Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitan g;

d. Kopi di Kecamatan Sungai Kanan;
e. Pinang di Kecamatan Sungai Kalan dan Kecarna:an Silangkitang;
f. Kelapa sawit di Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kampung Raliryat dan

Kecamatan Torgamba.

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan
pada peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas diarahkan di semua
kecamatan meliputi :

a. pada daerah perkebunan di seluruh kecamatan di kembalgkan ternak sapi
dan kambing;

b. pada wilayah perkotaan dan daerah penyangga perkotaan dikembangkan
ternak unggas seperti ayam dan itik.

(6) Penetapan kawasan pefianian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan
pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

(1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasal perikanan
talgkap, budidaya perikanan dan ikan air tawar.

(2) Kawasan perikalan tangkap, meliputi Kecamatan Kampung Raliyat dan
Kecamatan Kotapinang.

(3) Kawasarr perikanan budidaya tersebar di seiuruh kecamatan.

(4) Kawasan pengolahal ikan air tawar tersebar di seluruh kecamatan.
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(1)

(2)

Paragaf 8
Kawasan Peruntukan Pertanban ga'n

Pasal 42

Kawasan pertambangan sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 37 huruf e

meliputi perkembangan rakyat da-n pertambanga n besar'

Pengembangan kawasan pertambalgan dilakukan di wilayah yang memiliki
pote"nsi dan-sesuai untuk pengembanqan pertambangan meliputi :

a. potensi dolomit pada Kecamatan Kotapinang; dan
b. potensi asren dal bauksit di kecamatal Kotapinang dan Kecamatan

Silangkitang.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f
meliputi:
a- iniustri besar berbasis perkebunan meliputi pabik crtmp ntbber, pabrik

pengolahan CPO yalg tersebar di semua. kecamatan; dan

t. t"*?s"rt pe.o.rtok"ri industri menengah., kecil inclustri kecil dan rumah taxgga

untuk m^enduli:rrng perekonomian masyarakat berada di semua kecarnatan

meliputi industri -^t*"r, dan minumanJ anyaman, bengkel, furniture, kilang
padi dan jasa.

Paragraf 10
Ka.wasan Peruntuka;r Parirvisata

Pasa-l 44

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu selatan terdiri atas

k^*.** 'peruntrrkan pariwisata alam, pariwisata budaya da11 pariwisata
buatan.

Kawasan peruntukan pariwisata alam antara lain meliputi:
a. Taman wisata Holiday Resort di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba;

b. Lumpatan Tali-Tali Desa Marsonja Kecamatan Sungai Kanan;
c. pemandian Alam Pandayangan Indah di Desa Mandalasena, Kecamatan

Silangkitang;
d. Danau Permata di Kelurahan Kotapinarig;
e. Air Palas Desa Sei Meranti;
f. Pemandian BalkaP Desa Hajoran;
g. Pantai Keceper Desa SamPean;
h. Danau PatemPel Desa Sabungan;
i. Danau Rawa-Rawa Desa Sabungan;
j. Air Terjun Aek Kulim Desa Mandalasena;
k. Sampuran Sitalahi Desa Mandalasena;
1. Goa kelelawar di Kecamatal Sungai Kanan;
m. Danau Sisalak Desa Tanjung Medal;
n. Agro Wisata Mampang Desa Mampang;
o. Sampuran RJ Mandalasena Desa Mandalasena; dan
p. Danau PT.Tolan 3 Desa Perlabian.

(3) Kawasal peruntukan pariwisata btrdaya meliputi wisata sejarah Istana Kota,

Bahral di Kecamatan Kotapinang, Peninggalan Kerajaan Pinang Awan di
Kecamatan Torgamba dan Peninggalan Kerajaan Huta Godang di Kecamatan
Sungai Kanarr.

(i)

(2)
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(4) Kawasan peruntukan pariwisata brlltan antara lain melipuli Bumi Perkemahan
pT. Asam Jawa di kecamatan Torgamba. wisatrr Alam Simatahari Desa

simatahari, Kolam Renang dan Bumi Perkemahan Telaga Asri di Kelurahal
Kotapinang, Danau Pagaran Padang Desa Asam Jarva, Taman Waterpark Pesona

CL"irrp*,-.J.aman Wiiata Kolam Renang Mentari Cikampak, Tama, Wisata

Kolam^Renang Happy Park cikampak, Taman wisata Kolam Pancing dan cafe

Melty Cikampik, i"man Wisata Tambak Mini Aek Batu' Taman Wisata Green

r,andr.QAsamJawa,ParmerahAnugrahSandrina(PAS)Sabungan,Tamarr
Wisata Pantai Go Desa Binanga'

Paragraf 1 1

Kawasan Peruntukan Permukirnal

Pasai 45

(1) Pola ruang kawasan peruntukan perrcukima,n sebagalrnarra dimaksud dalam--' 
pasal 39 hi:ruf h terdiii atas permukimzrn perkotaan clan perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman ,perkotaan <liarahkan pada ibukota
' 'kabupaten yaitu Kotapinang, dan ibukota kecamatan yaitu Langga Payung'

Cikampak, Silangkitang dan Tanjung Medan'

(3)Kawasanperuntukanpermukimanperdesaandiara}rkanpadadesa-desayang
telal. ditetapkan "l6"g"i Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi

Simatahari, Perkebunan frormark, Perkebunan Teluk Panji' Pinang Damai' Huta

a;a;g dan Aek Kulim dan di luar kawasan permukiman perkotaan.

Paragtal 12

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 46

(1)Kawasanperuntukanlainnyasebagaimanadimaksudda]amPasal3Thurufi
terdiri atas kawa"an peruntukan p'-ertahanan darr keamanan serta pelayalan

kesehatan lanjutan.

(2)Kawasanperuntukanpertahanandankeaman:rnsertapeiayanarrkesehatant-' 
".u"g*i*a.r^ 

aimJ"ud pada ayat (1) berupa 1{orarnil dan Rumah sakit di

Kelurahan KotaPinang.
BAB V

PENETAPAN KAWASAN STR]\TtrGIS

Bagian Kesatu
Kawasa-n Strategis Nasional dan Kawasan Sl-i'ategis Provinsi

Dalam Wilayah KabuPatcn

Pasal 47

Kawasan strategis di Kabupaten Labuhanbatu selatan meliputi Kawasan

btr"t"gl" Nasioial, Kawasan Strategis Provit-rsi dan Kawasan Strategis

Kabupaten.

Kawasai Strategis Nasional yang terdapat clalam wilayah kabupaten adalah

Cagar Alam Hoiday Resort yang diperuntukkan bagi kepentingan kelestariart

lingkungan.

Kawasan strategis Provinsi yang terdapat di Kabi:paten Labuhalbatu Selatan

meliputi kawasan strategis fungsi daya dukyng lingkungan yakni.Kawasan
Konservasi Hutal Batan{fo.,, dan Kawasan Pengembanga, Ekonomi Terpadu

Labuhanbatu dal sekitarnYa.

(4) Kawasan strategis Kabupaten yang terdapat dalam wilayah Kabupaten meliputi:
a. kawasan sdategis kepentingal pertumbuhan ekonomi;
b. kawasa, strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkunga, hidup;
c. kawasan strategis sosial budaya'

t1)
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(5) Peta kawasan strategis tercantum dalam Lampiran IV peta rencana kawasan

strategis kabupaten yang merupakal bagian tidak terpisahkan dari Peratural
Daerah irri.

Bagian Kedua
Kawasan Stratelfs KabuPaten

Pasal 18

(1) Kawasan Strategis Kabupaten meliputi.:
a. Kawasan stiategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi; dan
b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kcpe;rtingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hiduP.

(2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaim?rna dimaksud dalam ayat (1)
' ' digambarkan dalam peti .err"rrr" kawasan strategis kabupaten sebagaimana

teicantum dalam Lampiral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
Pasai 49

KawasanStrategisKabupatendarisudutkepentinganpertumbuhanekonomi'
sebagaimana diriaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.kawasanpusatpemerintahandiKecamatani{oterpinangantaralainDesa
Sosopan dan Desa Hadundung;

b. ;;;;; pusat perkebunan daKecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan,

Kecamatan Sitalrgkitang dan Kecamatan Kampung Ralryat'

Pasal 50

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan funggl. $an fafa dukung

il;*hr;.. hidu!, sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b, meliputi :

a. "kawlsan Taman wiJata Alam Holiday Resort di Kecamatan Torgamba;

U. t"*"""n hutan di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang dal1

Kecamatan Torgamba.
BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH I{ABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal. 5 1

(1) Rencana arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi
program utama yang memuat uraian program atam kegiatan, sumber
p.ttda:r"*, instansi pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan;

(2) Rencana arah pemanfaatan ruallg terdiri atas:
a. Perwujudan struktur ruang;
b. perwujudan Pola ruang;
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten'

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
a.
b.
c.
d.

tahap I (talrun 2OL7-2O22);
ta-hap II ( tahun 2023 - 2027\;
tahap III (tahun 2028 - 2032); dan
tahap IV ( tahun 2033 - 2037).

(a) Matrik indikasi program uta-rna tercantum dalam Lampiran V indikasi program
pemanfaatan nianf witayafr yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.



Bagian K':dua
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat {2) huruf a
terdiri atas:
a. perr,vujudan Pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana wiiayah.

Pasal 53

(1) perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a
dilakukan melalui perwrrjudan pusat kegiatan berupa:
a. pengembangan PKL;
b. pengembalgal PPK; dan
c. pengembangan PPL.

(2) Pengembalgan PKL Kotapinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

". f.ayr"r-rttan Rencana Detaii Tata Ruang Kecamatan Kota Pinang;

b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pinang;

c. penyusunan master plan kawasan pusat pemerintahan;
d. pembangunan dan plngembangan perkantoran pemerintahan;
e. Pembangunan Perumahan PNS;
f. pembangunal rumah sakit umum daerah;
g. peni:rgkatan pelayanan fasilitas sosia-l dart umum;
h. peningkatan pasar dan pertokoan;
i. i"rrm!ut"r, pelayanan- jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan

Perkotaa-Il.j. iembangunal dal peningkatan pelayanan jaringan jalal;
i. i""irrgdtan fasilfis pingolahan dan pendistribusian hasil pertanian,

perkebunan dan Perikanan ;

1. pengembalgan kawasan permukima'n;
m. pengembangal kawasan wisata; dan
n. pembargunan j alan lingkar iuar Kotapinang'

(3) Perwujudan PPK Langga Payung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

". f,"rtyo"rran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sungai.Kanan;
b. peningkatal fasilitas pengolahan dan pendistribusial hasil pertanian, dan

perkebunan;
c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
d. peningkatan pasar dal pertokoal;
e. p.nU!t"ta. pelayanan jaringa, utiiitas sebagai pendukung perkembangan

perkotaan;
f. peningkatan sarana dan prasarana r,'ilayah penunjang fungsi utama;
g. pengembangan kawasan permukiman;dan
[. penataan dan pemulihan fungsi lindung pada kawasan lindung'

(4) Perwujudan PPK Cikampak, dilakukan melalui :' ' u.. p"iyusunal Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Torgamba;
b. peningt atal fasilitas pengolahal dan pendistribusian hasil pertanian, dan

perkebunan;
peningkatan pelayalan fasilitas sosial dan umum;
peningkatan Pasar dan Pertokoan;
peni.rlt"tan pelayana,, jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan
perkotaaru
peningkatan sarana dan prasarana wilayah per-runjang fungsi utama;
pengembanga-I} kawasan permukiman;
p"t it utr din pemulihan fungsi lindung pada kawasan lindung/konservasi;

t1A

c.
d.
e.

f.

h.



i. pengembangan sentrapariwisata;
j. peningkatan fasilitas kegiatal pertanian dan perkr:bunal;
k. pengadaan kegiatan penSruluhan, pelatihan pertnnian dan perkebunal;
i. pengembangal objek-objek wisata; dan
m. pembangunan fasilitas akomodasi berupa perrginapan/ perhotelan dan' restoran untuk mendukung kegiatan pariwisata.

(5) Perwujudan PPK Aek Goti sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. pen5 rsunan Rencana Detail Tata Ruang Kecarnatan Silangkitang;
b. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertalian, darr

perkebunan;
c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
d. peningkatan pasar dal pertokoan;
e. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan

perkotaan;
f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; dan
g. pengembangal kawasan permukiman.

(6) Perwujudan PPK Tanjung Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. penlrusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatal Kampung Ralqyat;
b. peningkatal fasilitas pengolahan darl pendistribusian hasil pertanian, dan

perkebunan;
c. peningkatan pelayalan fasilitas sosird dan umum;
d. peningkatal pasar dan pertokoan;
e. peningkatan pelayanar j aringal utilitas sebagai pendukung perkembangan

perkotaan;
f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; dan
g. Pengembangan kawasan permukiman.

(7) Perwujudal PPL Desa Simatahari, Desa Teluk Pa.nj i, Desa Pinang Damai, Desa
Huta Godang dan Desa Mandalasena sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrf c meliputi:
a. pengadaan kegiatan penyuluhan, pelatihan pertanian dan perkebunan;
b. peningkatan pelayanan fasilitas perdagangan, sosial dal umum skala loka1;
c. pengembangan kawasar permukiman pedesaan; dan
d. pembangunan dan peningkatan pelayalan jaringa-n jalan desa.

Bagian Ketiga
Per:wujudan Sistem Prasarana

Pasal 54

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
a. perwujudax sistem prasarana transportasi;
b. perwujudan sistem prasarana sumber daya air;
c. perwujudan sistem prasarana energi;
d. perr*'ujudan sistem prasararra teiekomunikasi; darr
e. perw'ujudan sistem prasarana lainnya.

(2) Perwujudan sistem prasarana transportasi sebagaimzrna dima,ksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

a. peningkatan jaringan jalan nasional meliputi ruas jalar Aek Nabara -
Simpalg Kotapinang, Ruas jalan Simpang Kotapinang - Torga-rrba - hingga
batas Provinsi Riau, Ruas jalan Simpang Kotapinang - l,angga PaSrung -
Hingga Batas Kabupaten Padang La.was Utara;

b. peningkatan jaringan jaJan Provinsi meliputi ruas Tolan - Tanjung Medan -
Negeri Lama (Kabupaten Labuharrbatu), Sirnpaug Mampang - Aek Goti -
Batas Kabupaten Labuhanbatu, Simpang Ralto Jior - Huta Godang -
Kabupaten Padang I.awas Utara, Huta Godang - Kampung Dalarn -
Kabupaten Labuhanbatu dan Simpang Tugu Cikampak - Cindur;



c. peningkatan jaringan jalan Strategis l(abupaten meliputi ruas Cikampak -
Teluk Panji - Sidomulyo - Tanjung Medan - To1an, Simpang Cikampak -
Rasau - Simpang Limun - Sabungan, Aek Batu Bunut - Simpang Sisumut,
Sisrrmut - Ulumahuam dal Simpang Torpa - Aek Tinga - Silangkitang;

d. peningkatan j aringan jalan Kabupaten meliputi perencanaan dan
penanganan darurat/rehabilitasi jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin
dan berkala jalan kabupaten, pembangunan dan peningkatax jalan
kabupaten ke sentra-sentra produksi, peningkatan atau pembangunan
jaringan jalan akses pariwisata, pembangunan transportasi perkotaan dan
pedesaan, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani;

e. pembangunan dan peningkatan terminal meliplrti pembangunan dan
peningkatan terminal tipe B di Kotapinang, pembangunan dan peningkatan
terminal tipe C di Torgamba, Langga Palrrng, Silangkitang dan Tanjung
Medan;

f. pembangunan jalan bebas hambatan fialan toI) Pulau Sumatera, yang
meliputi ruas Labuhanbatu - Labuhanbatu Selartan menuju Provinsi Riau;

g. pengembangan jaringan 'transpoi'tasi angkutan sungai, danau dan
penyeberangan kabupaten berupa jembatan penyeberangan Sungai
Barumum di Kecamatar Kotapinang dan Kecamatan Kampung Ralyat;

h. pengembangan jaringan kereta api kabupaten Trans Sumatera Railway yang
meliputi Aceh - Pangkalan Susu - Medan - Rantauprapat - Provinsi Riau
dan Srrmatera Barat;

i. Pembangunan bandar udara Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak di
Kecamatan Sungai Kanan antara lain Desa Hajoran dal Kelurahan Langga
Payung.

(3) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruJ b meliputi ;

a. Penyediaan dan pengembangan air baku bagi pertanian;
b. penyediaan dan pengembangan air baku bagi permukiman;
c. pengendalian banjir melalui pembangunan prasarana sistem drainase;
d. pengamanan sempadan sungai melalui pembangunan sistem pena,nganan

erosi dan longsor.

( ) Perwujudan sistem prasarana energi sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:
a. pengembangan pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro, panas bumi,

tenaga surya, tenaga diesel, tenaga uap, tenaga gas dan sumber energi
terbarukan lainnya;

b. pembangunan gardu induk listrik dan peningkatan gardu induk kabupaten;
c. penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembalga-n.

(5) Perwujudan sistem praszrurna telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. penambahan jaringan telekomunikasi di kawasan perkotaan yaitu

Kecamatal Kotapinang, Torgamba, Sungai l(anan, Silangkitang dal
Kampung Rakyat;

b. pembangunal dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi satelit di
wilayah yang memiliki area blank soot;

c. pengoptimalan pemanfaatan jarirrgan komunikasi satelit di kawasan
perkotaan dan perdesaan serta menara komunikasi melalui pembangunan
menara terpadu.

Pasai 55

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada
Pasal 54 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. perwr,rj udan sistem persarnpahan;
b. perwujudan sistem drainase;
c. perwujudan sistem pengelolaan air limbah;
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d. perwqjudaa sistem pengembangan air bersitr; tlan
e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencarta.

(2) Perwujudan sistem persampahal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dila-ksanakan melalui prograrn :

- a. pen5rusunan Masterplan Sistem Pengeloiaan Sampah Kabupaten;
b. studi kelayakan zona layak TPA;
c. DED TPA Hasil Studi Kelayakan pert3ntuan lokasi TPA;
d. pe mbangunan TPA Regional;
e. pembangunan TPS;

f. penambahan sarana pengangkutan sarnpah; dztn
g. pengembangal sistem daur ulang sampah di TPA.

(3) Perwqjudan sistem drainase sebagaimala dimaksucl dalam ayat (1) huruf b
dilaksanakaa melalui program :

a. pengembangal saluran drainase primer kabupzrten; dan
b. pengembangan j aringan drainase perkotaan-

(a) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaim.ana dimaksud dalam ayat
(1) hr:ruf c dilaksanakan meiaiui program :

a. penlrusunan masterplarr sistem pengelolaan air iimbah kabupaten;
b. pengembalgan sistem pengelolaan air limbah perkotaan; dan
c. pengembangan pengelolaal limbah bergerak.

(5) Perwujudan sistem pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program :

a. pengembangan instalasi pengolahal air bersih perkotaan; dan
b. pengembangan jaringan distribusi air minum.

(6) per.wujudan jalur dan ruang evakuasi bencana r;ebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e dilakanakal melalui program :

a. studi kelayakan pengemba-ngan j alur dan ruang evakuasi bencana; dal
b. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana kabupaten.

Bagian Keempat
Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

(1) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaYa.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagtrimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasal suaka alam, pelestarian a-lam dal cagar budaya;
e. kawasal rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

(3) Perwujudar kawasan budidaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hurrf b
terdiri atas :

a. kau/asa-n peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan Pertanian;
c. kawasan peruntukan perkebunan;
d. kalsasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangal;
f, kauralan Pcrufltukan indllstri;
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6.
1^

i.

kawasan peruntukan Pariwisata;
kawasan peruntukan permukiman; lirrn
kawasan peruntukan lainnYa.

air; dan

Pasal 57

(1) Perwujudan peruntukan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (2) huruf a dilakukal melalui program:
a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasal hutan lindung;
c. penlrusunan prograrn rehabilitasi hutan lindung;
d.penguatanprogramrehabilitasihutanlindungberllasismasyarakat;
e. rehabilitasi kawasan lindung;
f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liat (illegal logging);

g. p.rr"i"p* pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;
f,. p"rg.*^"an dan pengamanan kawasant hutan lindung;
l. paoitt""i p"rr..rg"rr.i kawasal hutan yang ftrsak scsuai tingkat kerusakal

dan dampaknya;
j. pelaksanaarr penyepakatan (penggantiarr, pembelian, atau partisipasi) lahan

peruntukal hutan lindung;
k. penegasan tata batas kawasan hutal lindung serta memberikan batasan

fisik Pada kawasan hutan lindung;
t. p"-Uangunan jalan inpeksi dal sarana pendukung- I dalam rangka

memperiruaaf kegiatan pengawasan dan pengendaiial kawasan hutan
lindung; :

m. id.entifi]iasi pemilik laharr yang terkena perlintukan kawasan hutan lindung;

". 
p""gg"lrog;r, t 4..r*a- dengan berbagai pihak dalam- dan luar negeri

i*t"k rehabilitasi dan pelaksanaan reboisasi (penghijauan kembali)

kawasan Yang rusak; i
o. pengembang"tt p.og."- pada hutal lindun'g;
p. p.nladaan UiUi[ arrr penanarnan iahan pada kawasan prioritas;
q. pemantauan dan evaluasi; dan
r. sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung'

(2) Perwujudan peruntukar kawasan yang memberikzrn perlindungan terhadap

kawasal bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b
dilairukan melalui Program:
a. pengembangal- talaman kehutanan yang berfungsi sebagai tanamafl

konservasi;
b.pengawasandanpengendalianpadakawasankonservasidanresaparrair;
c. -pelai<sanaun 

retrabititasi dan penghutanan pada kawasan sekitar resapan

d. sosialisasi perwujudan kawasan yang memberikan periindungan terhadap
kawasan bawahannYa.

(3)Perwujudan penrntukan kawasan perlindungan setempat sebagaimana
' ' dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan meialui prograln:

a. Memberikart penetapan dan penegasan iungsi lindung pada kawasan
sempadan sungai dan waduk/ danau;

b. mernperteg*" 6at""-b.tas dan memberikan batasa-n frsik pada kawasan

".*p"au.tsr:ngai,danwaduk/danausepertipembangunanpagar,dantanda atau PaPan informasi;
c. pernbangunan jalan inpeksi da]am rangka mempermudah kegiatan

pengawasan dan Pengendalian;
d. identifikasi DAS (daerah aliran sungai);
e. rehabilitasi DAS dan pengerukan alur sungai; dan
f. sosialisasi perwujudan pioporsi RTH kawasan perkotaan sebesar 30o/o (tiga

puluh Perseratus).
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(4) Perwujudaa peruntukan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) truruf d dilakukan melalui
program:
a. pemantapan tata batas Taman Wisata Alam Holiday Resort;
b. identilikasi dan klasifikasi kondisi kawasar (tidak kritis, kritis dan sangat

kritis);
c. perumusan prograin rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta

lintas wilayah;
d. penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran Taman wisata Alam

Holiday Resort (rencana aksi bersama);
e. pelaksalaan program rehabilitasi; :

f. pelaksanaan 
-program 

pemeliharaan dan pelestarian Taman wisata Alam
Holiday Resort;

g. pembangunan jalan inpeksi dalam .rangka mempermudah kegiatan
pengawasan dan pengendalian kawasan suaka alam;

tr. ideritifrt<asi pemilik lahan yang terkena peruntukkan kawasa-n suaka alam;
i. pelaksanaan penyepakatan (penggantian, pembelian, atau partisipasi) lahan

peruntukkan kawasan suala alam;
j. identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada kawasan suaka alam;
k. pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan suaka alam;
1. pemugaran dan perlindungan pada situs-situs budaya;
m. sosialisasi perwrrjudan kawasan suaka alam; dan
n. pemantauan dan evaluasi.

(5) Perwqjudan perunhrkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (2) huruf e dilakukan m:lalui program :

a. reboisasi dan evakuasi kawasan rarvan bencana alam;
b. identifikasi tingkat kerawalan kawasan rawan bencana alarn;

c. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan hsik pada kawasan
rawan bencana;

d. penalaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana;
e. pembentukan tim pengendali rawan bencana alam; dan
f. pembentukan dan fasiiitasi organisasi masyaral<at pengendali bencana alam.
g. p"mbangunan sarafia dan prasarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi

pada kawasan rawan bencana alam;
h. sosialisasi kawasan rawan bencana;
i. mitigasi bencala;

Pasal 58

(1) perwqjudal peruntukan hutan produksi sebagzrimana dimaksud. dalam Pasat 56

ayat (3) huruf a dilakukal melalui program:
*. 

"t 
rai kelayakan dan desain pengembangan sent.ra industri pengolahan kayu;

b. pembangunan sentra industri pengolahan kavu;
c. pen]nrsunan peraturarl pelimpahan penguasaan dan atau memberikan

t"*"n*g* dalam pengawasan dar pengendalian kawasai hutan produksi
dari pemerintahan kecamatal terhadap pemerintah desa;

d. penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang prograrn
tebang-pilih dan tebang tanam;

e. pengawasan dan pengendalian kawasal hutan produksi;
f. ieboisasi, pengukuran dan tata batas hutan produksi; dan
g. sosialisasi perwqiudal kawasal peruntukan trutan produksi.

(2) perwujudan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(3) huruf d dilakukan melalui progra-rn :

a. pengembangan Peraturan daerah;
b. penlnrsunan peraturan daerah tentang pemberian kredit pinjaman bagr

petani termasuk Pertambangan;
c. penJrusunao peraturu.tt daerah te::j.tarng harga pupuk, obat-obatan dan bibit;
d. pembangunan sentra budidaya pertanian;
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e. studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan
basah, peternakan, dan perikanan;

f. pelaksanaan pembalgunan sentra budidaya benih dan bibit unggul
tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan, darr perikanan; dan

g. pelaksanaan pembangunan koperasi/ pasar khusus pertanial.
(3) Perwujudar pemnhrkan perkebunan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 56

ayat (3) huruf e dilakukan melalui program :

a. identilikasi kawasan perkebunan yang masih potensial;
b. identilikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang izin

operasinya;
c. pengembangan tanamarr tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan

diatas 25%;
d. peningkatan produktifitas produksi perkebunan dan tarraman tahunan

melalui intensifikasi lahan;
e. menumbuh kemba-ngl<an kawasan perkebunan yang berkelanjr-rta,n;
f. pembangunan sentra perkebunar dan talaman tahunan;
g. pembangunar sarana dan prasarana pendukung perkebunan, industri

perkebunan; dan
h. pembangu.nan koperasi/ pasar khusus perkebunan.

(a) Perwujudarl peruntukar perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(3) huruf g dilakukan melalui program:
a. pengembangan perikanal budidaya air tawar;
b. pengembangar sentra budidaya perikanan air tanvar
c. pengembaigan kegiatar minapolitan antara lain di kecamatan Sungai

Kanan;
d. pengembangan industri pengolahan perikanar; dan
e. peningkatan sarana dal prasarana pengolahan perikanal.

(5) Perwujudan penrntukal pertambalgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (3) huruf h dilakukan melalui program:
a. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan clan pengawasan bidang

pertambangan dan mineral serta air bawah tanah yalg berpotensi untuk
dieksploitasi dalam skala ekonomi;

b. melakukan kajian daya dukung iingkungan r,rntuk ekploitasi bahan tambang
dan galian;

c. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (\VP) yang meliputi Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Ralcyat (WPR) dan
Wilayah Pertambargar Negara (WPN) dengan pertimbangal perlindungan
lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;

d. menyusun profiI potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana
bisnis (bussines planl untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN;

e. melakukan kajia-n sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas
bumi,tenaga air dan listrik pedesaan;

f. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidalg
pertambangan dan energi;

g. pembangunan sentra industri pertambangan dal bahan galian; dan
h. studi kelayakan dan pen ataan pengembalgan sentra industri pengolahal

pertambangan dan galian.

(6) Perwujudan peruntukan industri setragaimana dimaksud dalam Pasa1 56 ayat
(3) huruf i dilakukan melalui program
a. Penyu.sunan rencarra pengembangan agroindustri dal industri pengolahan;
b. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunal dal

perikanan;
c, pengembangan industri pengolahan hasil ka1n.r dari hasil hutan tanaman

industri pola hutan tanaman ralryat;
d. pengembangan industri hasil pertanian;
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e. pengembaigan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kelapa

sawit (CpO dan minyak goreng) dan karet. (lateks);

f. iasititasi, pembinaar, pemanfaatan teknologi industri tepat guna; darr

g.p,o*o"i-.investasibagipengembangarrind.trstriagrodanindustri
Pengolahall.

(7)PerwujudanperuntukanpariwisatasebagaimanadimaksuddalamPasal56ayat
(3) huruf j dilakukan melalui program.:

".' 
e"t yo=rrran Rencana Induk Pariwisata;

U. e"rry.r".rttan Rencala Tata Ruang kawasan dan objek wisata;

c. Pengembangan infrastr-uktur pendui-lung pariwisata;

J. p"t E *t"tt-gan kawasan Taman Wis''rta Alam Holiday Resort;

e.PengembanganKawasanWisatal'emaldianAlamPandayangarrlndah'
ouyit wlsata Bumi perkemahan pT.Asam Jawa dan wisata Danau Pagaran

padang di Desa Asam Jawa; dan
f. Pengembang.t pot"""i sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata da'lam

sat i kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu; d'rn

g. Promosi objek wisata'

(B)PerwujudanperuntukanpermukimansebagaimanadimaksuddalamPasal56
ayat 1C) huruf t< dilakukan melalui prograrn :

a. Pen]rusunu.. """""""- 
p"*U""it'"L dan pengembangan Perumahan dan

Permukiman Daerah (RP3KP) ;

b. pengembangan kegiatan permukimal kepadatan tinggi;

". 
perr[emOan[an tegiatan permukiman kepadatan sedang;

d. penlembanga., kegiatan permukimal kepadatan rendah;

". i"rrit"rg"rrL t.i"""r, "iap 
bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun

(lisiba);
f, pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman; darr

g. pembangr:nan dan peningkatar utilitas permukiman'

(g) perwujudal peruntukal lainnya sebagaimala dimaksud da-iam Pasal 56 ayat (3)

hunrf i dilakuka-n melalui program:
a. pen5rusunarl rencana pengembangan peruntukax lainnya;

U. pemUangunan dan pening=tatan sar.ana dan prasarana- perunhrkan lainnya;

c. pemUangunan dan peniagkatan utilitas peruntukan lainnya'

Bagran KeemPat
Perwujudan Kawasan Strate gi s

" Pasal 59

(1) Per.nrujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimala dimaksud dalam Pasal
'-' a"8 

"y;t 
(l) dilakuk; mehh.L perwrrjldan kawasan strategis untuk kepentingan

p".ul-uiril*" ekonomi dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung

lingkungan hiduP.

(2)Perwujudankawasarrstrategisuntukkepentinganpertumbuhanekonomiterdiri
dari :

a._p"r*u3..,aankawasanstrategispusatpemerintalranKotapinangantaralain
di O"o Hadundung dan Desa Sosopan; dan

b. perwrrjudan kawal.an strategis pusat perkebunan Cikampak' Lalgga

il"yottg, Silalgkitarg dan Tanjung Medan'

(3)PerwujudankawasanstlategispusatpemerintahanKotapinangterdiridari
program: .

a. penyusunan rencana rinci kawasan pusat pemerintahan- Kotapmang;

u. beningtatan jelayaoan jaringan .rtititas sebagai pendukung perkemba:rgan

i<a*asan pusat pemerintahan Kotapinang; dan
c. leningkaian fiuy*.rofl fasilitas sosiai da-n umurn di kawasan prrsat

Pemerintahal kotaPinang'



(41 perwuiudar kawasan stategis pusat perkebunar cikampak, Langga Payung,

' '' siln gtiiut g dan Tanjung yt93n terdiri dari-program :

a. penyusunan renci'na-rinci kawasan':erkebunanl
b. peningkat.r, p"r.iJtt'^ j;;g; utiiitas sebagai pendukung perkembangan

k"*r-".t Perkebunan; dan

c. peningkatan p"t"ya""t' fasilitas sosial dan r-rmum di kawasan pusat

Perkebunan'
(5) Perwujudan kawasan strategis untuk {ulgsi dan dal'a clukung iingkungan hidup

sebagaiman^ dirr"il;;;^T".r, pu".r 50 .y^t (1) huruf b dilakukan melalui

lltffi;*Oan tata batas kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort;

b. Pemaxtaprrt ,otJ*i-i"*" Wisata Alam Holidary Resort' seperti zona inti'

zona rimba dan zona Pemanfaatan;
c. Identifrkasi aat' tia"ii'tasi kawasart Taman Wisata Alam Holidav Resort yang

mengalami kerusakan (deforestasi)'..,
d. nerriLlisasi Taman Wisata Alam Holiday Resorl;

e. Kerjasam^ at#" 
"l"'U"g^ a'f"*. ian luar negeri untuk mendukung

pi"ii"- ."t 
"tilitasi 

Taman Wisata Alam Holiday Resort;

f. Rehabilita"t d#;;;;;" f"rreti Taman Wisata Alam Holidav Resort'

secara gradual;
o. Studi kelaYakan kawasan
" rnudah dibudidaYakan dan

lahan dan jenis tanarnan hutan yang sesllal'
'J"."irx 

.r..iromi tinggi serta mempunyai fr:ngsi

, E',*H3r, batas kawasan hutan lindung clan legalisasi kawasan hutan

lindung melalui pencadangan kawasan y"'! ai"ttt't.jtii Menteri Kehutanan;

i. p".Vi"i* kelompok masyarakat dan kelembaqaannya;

i. penyusunan *"I',.r"-"',p."g"r"r"". dan perpetakan (blocking) serta

' ;;'#;;p.iJ"*"* pengemsangan reboisasi; dan

k. Pembangun"" trri["*;rti"-(ja1at [roduksi) dan green buffer kawasan
: 

tt t rr [iaung dengan kawasan perkebunan'

BAB VIl
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Flesatu
Umu'm

Pasal 60

(11 Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilavah Kabupaten digunakan sebagai

acuan dalam p.r"r."*L*-pengenaalial pemanfaatan rualg wilayah kabupaten.

(2) Arahal pengendalian pemanfaatan tltg terdiri atas:

a. ketentuarl umum peraturan zonasl;

b. ketentual umum Perizinan;
c. ketentuan umum insentif dal disinsentifi dan

d. arahan sanksi'
Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zcnasi

Pasal 61

t1) Ketentuan umum Peratllran zonasi sebagaimana dimaksud da'lam Pasal 60 ayat
,', 

i;)";;;;';;id^d sebagai pedgmal bagi pr:merintah Kabupaten dalam

menJrusun peratutan zonasi, yang.meliputi:
o. p.mrot""tuo rualg yang {lfl"F* dalam peraturan zonasl;

U. 'p"*"t t".t rr tourrf yut'* qlti=I'- secara terbatas dalam peraturan zonasl;

c. pemanfaatan;nrr!i;d aiijint<an bersyarat dalam peraturan zonasi; dan

a. i"*"rrf"utan ruang yaig dilarang dalam peraturan zonasl'

[2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung' terdiri atas;



i. [X;ilffi ]l["J:*;lSian perlindungan terhadap kawasan bawahannva;

i. x"*""* Perlindungan setempat;

d.. kawasan "t 
urt" uluil' p"i;;d*" alam dan cagar br'rdaya;

.. f."*"*r, rawan bencana alam;

i. r"**"* lindung geologi; dan

g. kawasan lindung lainnYa'

(3) Kerentuan "iY1:::illf,lffi::ffir 
kawasar budidava terdifi atas;

a. kawasan Peruntu
t. ii"*""* ilutan tanaman rakYat;

c. kawasan Perunhrkan Pertanran;
l. 

-t"*a"'o 
Peruntukan Perkebunan;

.. t"*""* Peruntukan Perikanal;
i. 

^t"*"".t 
ieruntukan pertambangan;

o k"*r"* Peruntukan induslri;
fr. ;;;;; Peruntukan Pariwisata; dan

i:''k;;;..t Peruntukan Permukiman'

(a) Indikasi arahan.peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan menjadi arahan

peraturan 'ot'""' 
yu-ii*ailur rneufui Peraruran Daerah'

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peratLrran zonasi untuk kawasan hut'an lindung sebagaimana

t'' 
;,;'a11;JaJ"* pt""r oi avat (2) huruf a'.meliputi:

a. boleh '"tox 
*i"iil;; ;;;" svarat ;;;L merubah bentang alam; dan

i. iii*rrg *t*rt"ffitf#'*';;"tp"dGengr'rrangi luas kawasan hutan'

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi ' untuk kawasan yang memberikan

' -arlindrrnean terhadlp kawasart Uttu't'*tiu' ""U^gui'*^ 
dimaksud dalam

H'":ftff*t tiJ-r'"t"i u' ditetapkan meliputi:

a. boleh untur< ulaia i* j".g.. 
"y".ot1id^k 

rnerubah bentang alam; dal

b. ditaranglrttuxI"li^t"'-v"t'Juttpotensi merubah bentang alam'

(3) Ketentuan umum pe'3tyI" :"i?,": )::Xl,rli:?;i:, L'Jitrs;nsaIl 
setempat

'-' j:oi*#T$"1fff;#1'#,if i::':Iil''J'liil';;;a;;,danindustri;

b. iffih untuk wisata alam dengan syarat ticlak membah bentang alam'

{4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk karvasan kawasan suaka alam'

'oelestarian'f^*a^ncagarbudaya.""btgoi^o'''clinaksudda-IamPasa'l61ayat

iii i*t ft t trAf i:dTi,T?*"Jt*il"." n s i n r e n gu ra nci. .L'3= 
kawa s an suaka

"t*, p"t."tui"_i";ffi-iJ;;;g* tuaaya atau mengalihfungsikan kawasan

suaka a-Iam, pelestarian alam dan cagar budava'

b. pemanfaatan*';;;- diperUotelrkir, 
- 

ait^t,rt "r, kegiatan penelitian'

pendidikan, *i";;;?* dengan tidak men gak i batkan penurunan fungsi;

c. pemanfaatan';;;;tp;ruJt"nkun secara terbatas dibangun prasarana

wilayah, pt^u*ll" pti"t'3"t'g zutg"i-k"*^"an dan -pil::*" 
pencegah

bencaaa rr"* "*"rri 
i..rgrl1 k.t"ttt ; peratllran perundang-'undangan;

d. pemanraatan'^;;;;#J tidak aip;rbolehkan p:maniljrtan biota vans

dilindungi sesuai d'engan k€lentY3n f"i"t"" ptttrttdattg-undangan;dan

e. pemanfaat"" ;;;*iiaJ. a'qpolehkan dilakukan kegiatan vang

mengakibatk"o *tt'i*""ya fungsi kawasan suaka alam'

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi- untuk kawasan rawan bencala alam

sebasaiman. d#;I;;J"t" p"ta 61 avat. (2) huruf e' meliputi:

a. boleh untukGsata alam dengarr syarlt tidak merurbah bentalg alam;

b. boleh untuk kegiatan pariwisata t"*t"fl- u"r."" merupakan kegiatan wisata

dcngan jrrmfal' Ya:eg besari dan
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c. tidak diperbolehkan membangun bangunan permar:'en'

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk karrasan lindung geologi sebagaimala

'"' ;j;-J;;a dalam Pasal 61 avat (2) huruf f' meliputi:

a. boleh untuk wisata J"''' att'g"' syarat.tidak merubah bentang alam;

b. boleh untuk kegi';;n*;ari*l'""tu ietapi bukan merupakan kegiatan wisata

dengan jumlah Yang besar; dan

c. tidak diperbolehkan membangun bangunan pernanen'

{7 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

''' ;:;;;*;.-ii*.t"'a dalam Pasal 61 avat (2) huruf g

k;t;;t"." teknis dari kawasan lindung tersebut'

lindung lainnYa
adalah mengikuti

Pasal 63

t1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruintukan 
' 

hutan produksi

"' l;;;;;;^l""ti"'a dalam Pasa-I 61 avat (3) huruf a' meliputi: ' '
a. tidak mengubatr fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;

b. penggunaan kawasL peruntukan hutan produksi untuk kepentingan

pertambalgan dii;k'k"' melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh menteri

terkait dengan *"-p"tf'"titan b'atasan luas dan jangka walrtn tertentu

serta kelestarian hutan/ lingkungan; , . ----r--l- r

c. peirggunaan k";;;' ptii"itirt"tl hutan procluksi untuk kepentingan

pertambangan tt'U-"ft"'harus dilakukal dengan ketentuan khusus darr

secara selektif; dan
d. kawasa.n p.r-t"i['k"t hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan p"-Ui'g""t" J1 f"*.' sektor kehut-a:nan seperti pertambangan'

oembansunan :*i"g;, 1i",.ik, telepon dan instaiasi air, kepentingan religi'
'serta telentingan pertahanan dan keamanan'

(2) Ketentuan umurn peraturan zonasi untuk kawasan peruntrrkan hutan taflama-rl

ralqrat sebagai-ut ' ait'tsud dalam Pasal 6 1 ayat (3) huruf b' ditetapkan

sebagar berikut
a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan l"t": t":i1nan ralqlat;

b. penggunaan tt*"."i-pt*ntY\al hutan tanaman ralqrat untuk kepentingan

pertambangan ifi"ft"f" melalui pemberian izirr pinjam pakai oleh menteri

terkait a.rtgr.-'**perhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu

serta kelestarian hutan/lingkungan; dan

c. penggunaan t"*^*t- p"t"itt'titt tt't"' tanaman rakyat untuk kepentingan

pertambangan 
'iJiu"r.l- rr"*s dilakukan dengan ketentuan khusus dan

secara selektif'

t3) Ketentuan umum peraturan 
-zon1s] - 

untuk kawasan pemntukan pertaniaa
t"' 

;;;;;;;" Ji*"tJ"Jaalam Pasal 61 avat (3) huruf c' meliputi:'

a. kawasal pertanian tanaman parrgarr ittg^'l irigasi teknis tidak boleh

dialihfungsikan;
b. kawasan p"..*ni"rr tarramarr lahan kering tidak produktif dapat

dialiMungsikan d'engan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah

daerah setempat a"i atat' oleh kementerian pertania;t;- 
- -

c. wilayah yrrrg *iigt'"ii1k"n produk perkebunan yang bersifat spesiflk lokasi

dilddun-cl kelestariannya dengal indikasi ruang;

d,wilayahyrtg-*t'a"f'ait"t^ptt'ountukdilindungikelestariannyadengan
indii<asi geogralis dilararg dialihfungsikan;

e.kegiatanp..tuti"'skala'besarftermasukpeternakandan.perikanan)'baik
yarrg menggunakan lahan luas ataupun ieknologi intensif harus terlebih

autti.f" me-militi kajian studi amcal;

f. penangan* il;.i-' pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang

terlamt dalam air drainase) dan polusi industri- pertanian--(udara-bau dar:

asap, limbah ;"tti ;;; dihLilkan harus distisurr dalam RPL dan RKL vans

aisertafcan dalam dokumen amdal;
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g. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak' bangkai ternak' kulit

ternak, Uutu unllas, a"U) a"' P91usi (udarzr-bau' limbah 
'cair) 

yang

dihasilkan t ".o"'Eit"tt-rn 
dalam RpL d^t' RKL yang disertakan dalam

dokumen amdal;
h.penangananlimbahperikanan.(ikanbusuk,kulitikan/udang/kerang)dan^^ 

i.ir"it a*"_u""ivrl1g aihasiikan harus disusun dalam UPL dan UKL yang

di"..t^kro dalam dokumen amdal;
i. kegiatan pertani;A;o G"^t (termasuk peternakan dal1 perikanan)' harus

dirlpayaf<an menyerap sebesar mungkin tenaga keria setempat;

j. pemanfaatan aai 
-'pe"gtlott^" I"nu" h-att'rs dilakukan berdasarkan

kesesuaian lahan; dan
k. upaya pengalfran I""g"i iahan dari. kawasan pertanian lahan kering tidal
--' 

pi#.ttr jti"gr."t [""uburan rendah) menjadi peruntukan lain harus

dilakukan tanpa menguran gi kesej a hteraan mtrsyarakat'

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kanvasan perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam pal 61 ayat (3) huruf e' ditetapkan sebagai lSrikut :

a. wilayah vrrrg *.;;i*u't an'proaut perkebunan yang bersifat spesifrk lokasi
- 

dilildun-gi kilestarialnya dengan indikasi ruang;

b. wilayah v*g "ral 
Eii"i"pfu.r unruk dilindungi kelestariannya dengan

indilasi g"ogr"n" dilarang dialihfungsikan; - -

c. upaya perrgrlit ut i;t'jsi" 1uh'n da-ri kawa"an perkebunan tidak produktif

ttirgt"i prlar-,r.J-.".rd"ah) menjadi peruntukan ledn harus dilakukan tanpa

iti.ig".".gi kesejahteraan masyarakat; dal
a. p"*irr""ti, a".^- p""g"r"rrL lahan harus dilakukan berdasarkan

kesesuaial lahan'

(5) Ketentua-n umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikalan

sebagaimana dima-tisud dalam Pasal 61 ayat (3) hurui f, ditetapkan sebagai

berikut:
a. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan

indiicasi g"og"fr" dilarang dialihfungsikan;
b. kegiatan pear.un"n--"LJ^ Ut""'' baik yang menggunakan lahan luas
- 

"i"rpr. 
dholoa intensif harus.terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;

". ;;;;t"ru, ri-BJ p.rikan11 (ikan busuk, rmtit ikan/udang/kerang) dan- 
iolusi" tra"r"_r"ri 

'yang dihasilkan harus disusun dalam dokumen

lingkungan dan izin lingkungan;
a. fei.uI1ri"t"l1 aro- pJng"t6u"n lahan harus dilakukal berdasarkan

kesesuaian lahan; dan
e. wilayah yang *enghasilkan produk..perikanan yang bersifat spesifik lokasi

dilddunh kelestariannya dengal indikasi ruang'

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
'"' ;";;;;;;; ai*"i."t a dalam Pasal 61 avat (3) hurul g' meliputi:

a. kigiatan pertambangan harus dilakukan di wilayah pertambangan yang

ditetaPkan Pemerintah;
b. kegiatan p.tt *b,t'g"' harus terlebih dal-iulu memiliki dokumen

lingkungan dan izin lingkungan;
c. kegiatan P..t;;;t; rn!^l- a"ti tahap perencanaar' tahap ekplorasi
- -iriigg" 

eksploitasi h#us diiakukan dengan perencanaan dan persiapan yang

i"pii "g* tiaJ.*"i-u"rkar perselisihan dan atau persengketaan dengal

masYarakat setempat;
d. ;;J; lou"i ta*i"an pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia

meliputijaringanlistrik,laringantransportasi'tempatpembuangansampah'
drainasel s"iiir"r, air kotor- dal infrastruktur yang mendulnrng proses

oertambangal; dan
e.pernrrlihanr..-..,".r..olingkunganakibatkegiatanpertambanganmenjadi

Lnggung.lawab pemegqrg izin pertambarrgan '



{ZKetentuanumumperaturanzonasiurrtukkalr,asanperuntukarrindustri' ' ;;;;;;ana dimaksud dalam Pasal 61 avat (3) hurr-rf h' meliputi:

a. kawasan perufltukan industri harus memiliki kajizrn amdal;

b.memilikisisternpengelolatrnlimbahmelaluikajianstudiAmdalyang-' 
ai".tgt rpi dokumen lingkungan dan izin lingkungan; dan

c. lokasinyi jauh dari permukiman; dan

d'memilikiketersediaanSaralaprilsaranasertainfrastrukturlainyang
memadai.

(8) Ketentuan umum peraturan zona.sl .untu.k karvasan peruntukan pariwisata
'-' 

""t"g"l*""a 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) l.ruruf i' meliputi:

a'kegiatankepariwisataandiarahkanrrntukmerna,nl,ratkanpotensikeindahan
alam, buday" ;; sej arah di kawasan pcruntukan pariwisata guna

mendorong p"tf."*U""g" pariwisata -dengan 
memperhatikan kelestarian

nilai-nilai f.a"Vi 
"a"t 

Istiadat' mutu dan keinclahan iingkungan alam serta

kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. kegiatan x.p*i*i""t"" 

-yang aitembangkan harus. memiliki hubungal

fungsional a.rg".-k"","san iridustri kecil dan inriustri rumah tangga serta

t reirlalgt itt<ai kegiatan sektor jasa masyarakat;<ian

c. pemanfaat"., uiir.itg'o -g'rr d1rr*"tt'- "ogtt 
budaya untuk kepentingan

pariwisata, ".*fi- 
p"'"Jiaikan, ilnir-r pengetahuan,. kebudayal darl agama

harus memp.ri"iif., r."iest;ian tingi<uigan clan bangunan cagar budaya

tersebut. p"*;;;;l; i.r""urt ha.uJmetiitiki izin dari pemerintah daerah

dan atau kementerian yang menangari bidang kebudayaan'

(9) Ketentuan umum perahlTn zonasi untuk kawasan peruntukal permukiman
\-' 

".f"g"i-""" 
aimatsua dalam Pasal 61 al'at (3) huruf j' terdiri atas:

a. plrmukimal Perkotaar; dan
b. Permukiman Pedesaan'

flo.lKetentuanulnumperaturanzonasiuntukpermukimanperkoharrsebagaimanat' "' ii-rt"rd pada ayat 1to; huruf a dilakrrkan melalui prograrn:

a. pemanfaatr. ;;; yang diarahkan pada ka*asatt' perkotaan adalah

permukiman t"p"a?t" s*edang ""*pai dengan tinggi' perdaganga-n dan

jasa, perkantoran dan industri secara terbatas; dan

b. pengembans""*L.;..; permukiman perkotaan, temtama.diarahkan pada

ibukota r.""r*"iJ yr,,j.'.irr, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

dan Pusat P"1;;;;; K;*asan (PPKi' meliputi: Kotapinang' Langga Payung'

Cikampak, Aek Goti dan Tanjung Medan'

I.l1\Ketentuanumurnperaturanzonasiur:rtukpermukimanpedesaansebagaimana
'"' a^iiJ."J pada ayat (10) huruf b dilakukan melalui program:

a. kawasal p"arri,fti*" pedesaan diarahkan pada c'lesa-desa yang mempunyal

perhrmbuhan cepat iengan ciri-ciri perdesaztn - yaitu kegiatan utama

pendukungnya -erupatat' sektor.pertanian dan perkebunan;

b. pemanfaat* O*--f,eti"totu""..kt*a'u' peruntukan permukiman harus

didukung oteir-t<eteisealran fasiiitas lisik atau utilitas umum (pasar, pusat

perdagalgan drrr .1^"u, - 
perkantorari' sarana air bersih' persarnpahan'

penanganar fi*t*, "a"n'diainasel dan iasilitas sosial (kesehatan, pendidikan,

agama);
c. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;

d. tidak In.rrgg^ttE' wJv" ptr""t":au' ft-u"'p1r^r'' sumber daya alam; dan

e. membatasi t ed.t"ttomersil di kawasan perumahan'

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Perizinan

Pasa-l 64

(1.) Perizinan yang terkait secara langsung dengan pengenda-lian pemanfaatan ruang

antara larn:
a. Izin L,okasi;
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b. lzin Perencaaaal;
.. t"orMendirikan Bangunan (IMB); dan

;. ffi i"i" """r"i d.ngln ketentuan perundang-unda.gan,

12) lzinpemanfaatan ruang.yang tjaat sesl{-{engan re''rcana tata ruang wilayah

dibatalkan oletr pemeintair" aan pemerintah daerah menurut kewenangan

masing-masing "."'"i 
at"g* keteniuan peraturan pt:lrndang-undangan'

13) Izin pemanfaatan ruang yang dike-luarkan dan/atau diperoleh dengan tidak
' ' melaiui prosedur yang benar' batal demt rluKum'

(4) lztn pemanfaatan ruang yang. diperoleh meialui prc'sedur yang benar tetapi

kemudian terbukti tiJ"ri 
"""r_..i 

dengan rencana taia ttang wilayah, dibatalkan

.fJ p.*"a"tah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya'

(5) Terhadap kerugian yang ditimbu.lkan akibat' pembatalan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan pengganlian yang layak kepada

instansi Pemberi izin'

(6) Izin pemalfaatan ruaflg yang tidg]< se.;uai lagi akibat adanya perubahan

rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan olei pemerintalr dan pemerintalt

daerah dengan memberifan ganti kerugian yang 1a1'ak'

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang.menerbitkan izin pemanfaatan ruang
t' ' air*ir'g i,"rr.ititt "t' 

izin yaiftidak sesuai dengan rencana tata ruang'

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan 
. 
izin dan tata cara

t'' 
;:;;;;i.';;;6il ""'u'ei*'""?imaksud 

pada avat (4) dan avat (5) diatur

a""g* Peraturan Pemerintah'

Bagian KeemPat
Umum Insintif dan Disinsentif

Pasal 65

(1) insentif Pemanfaatan ruang bertujuan nntuk memberi'kan rangsangan terhadap

kegiatan yang 
""oi.,g 

dengin tujual,rencana tata ruang' melalui:

a. pembangunan frsik 
"prasaiana/ sarana (infrastrlktur) . yang merangsalrg

pemanfaatan to*g "t*"i 
dengan yang cliingilrkan dalam rencana tata

kompensasi, subsidi silang, imbalan' sewa rualg dan urun

penghargaan kepada masyarakat, s$'asta dan/ atau pemerirrtah

d. keringanan Pajak; dan
e. kemudahan Prosedur Perizinan'

lD\ Disinsentif oemanfaatan ruang bertujuan untuk menrbatasi pertumbuhan atau
t'' ;'.;;:;;;^k"#;d;;; ila'r'""':'r*i dengan rencana tata ruans' melalui :

". 

--p.ti"i.t i pember{an pttti""t pemanfaatan ruang atau perizinan

Pembalgunan;
b. iembatasan pengadaan sa-ra:ra dan prasarana;

;. ;;&;; p"i"iiv,,g tinggi. varlg disesuaikan dengan besarnva biava vang

dibutuhkarr .rrt# ,.*-.rg"6""i da"ripak yarg clitimbulkan akibat pemanfaatan

ruang; dan
d. pengenaan kompensasi dan penalti'

(3)Insentildarrdisinsentifdiberikandengantetaprrrenghormatiha]<masyarakat.
f4l lnsentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a. pemerintah kepada pemerintah dlera|; 
,

u. i.*.ti-t^f, dalrah kepada pemerintah daerah lairrnya; dan

c. Pemerintah kePada masYarakat'

rua*g;
b. pemberian

saham;
c. pemberian

daerah;
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan

disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah'

Pasa] 66

(1) Arahan insentif dan disinsentif didasarkan pada peruntukan pola ruang berupa

kawasan lindr:ng dan budidaYa.

(2) Insentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan
-' il;A;; sesuai dengan fungsi kawasan lindung atau dapat menambah luasan

kawasan iindung, meliPuti :

a. pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi dan

reboisasi Pada kawasan lindung;
b. memberikan bantuan kredit kepada masyarakat atau pihak lainnya yang

melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan lindung;
c.memberikankompensasipermukimandanatauimbaiankepadapenduduk

yang bersedia direlokasi dari kawasan iindung; dal
d.memberikarrbibitpohonSecaracuma-cumadanbiayaperawatanbagisetiap

masyarakat yang *..r".,^.tt pohon penghijauan pada kawasan iindung'

(3) Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang
'- ' *.t"t *u,,akan kegiatal tid-ak sesuai dengan fungsi kawas.al 

. 
lindung, dapat

*.tgu..ogi luasai k"*^"^, lindung, dan merusak kawasan lindung' meliputi :

a. pembatasan dukungal sarana dan-prasarana;
U. taafr diterbitkannya sertifrkat tanah dan bangunan;
c. tidak mengeluarkarr IMB ataupun izin usaha lain; dal
a. p-.*t"t""i, burrt r,, sosial-eliono .:i bagi masyarakat yang masih bermukim

pada kawasan lindung.

(4) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang

melaksanakan tegiatan seiuai dengan peruntukan kawasan perta-nian atau

dapat menambah iuasan kawasan pertalial, melipuci
a. kemudahan pemberian perizinin dan keringanan pajak bagi kegiatal yang

dapat mengurangi potensi bencana alam; dan
b. memberikan koriplnsasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk

yalg bersedia direlokasi dari kawasan lindung'

kawasan rawal bencala, meliPuti :

a. pembatasan penyecliaan prasarana aT
-mencegaJl 

perkemb angan permukiman lebitr
b. penolakan pemberian prasarana dan sarana

(6) Bennrk-bentuk insentif yang diberikal kepada masyarakat atau pihak lain yang
'-' *LiJ"r11akan kegiatan- seiuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi

atau dapat met umbal. hrasan kawasan hutan, meliputi

^. *"*b"tik^tt penghargaan/ imbalan kepada pihak pengelola hutan yartg- 
-engu"rrrau" tlitar,""esuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. merriberikan bantuan, fasililasi, dukungan, periindungan hukum dan

subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan kawasan hutan produksi;

c. pemberian kompensasi atas penyediaan lahan hutan produksi;
d. pemberian bibit gratis dal biaya pemeliharaan hutan; dal
e. pemberian keringanan pajak dan restribusi.

(7) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain
' ' ygllg melaksanakan kegiatan tidak sesuaj dengan peruntukan kawasafl hutal

p"oilrrci atau dapat mengurangi luasan kawasan hutan, meliputi :

l. pena-rrrbahan syarat 
-pengusahaan hutal produksi terkait peningftatal

lo-ralitas lingkungan ;

b. meningkatkan riilai retribusi dr:. atau pajak hasil tlt"l. bila pengelola

hrrtan tidak rnengikuti aturan peugusahaan hutari yang berlaku;
c. memberikan pinhti Uagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan

perundang-undalgan yang berlaku; dan

(s) Disinsentif dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada

sa.rana permukiman untuk
lanjut; dan
permukiman.

-38-



d. pembatasan penyediaal prasarana dan sarana.

(B) Bentuk-bentuk insentif yang diberikal kepada masyarakat atau pihak lain yang
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntul<an kawasan pertanian atau
dapat menambah luasan kawasan pertanian, meliputi :

a. memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan
(subsidi) bagi petani y€urg memperluas lahan pertanian;

b. memberikan kemuda-haa berbagai perizinan bagi petani yang memperluas
lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian;

c. memberikan banhran-bantuan khusus kepada petani (saprotan, alsintan,
beasiswa sekolah anak petani, d11);

d. pemberian keringan pajak;
e. menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi);
f. pembangunan irigasi teknis/desa yang dibutuhkan;
g. pembangunan jalan produksi/jalan usa-ha tani;
h. perbaikan pertrmahan petani; dan
i. pemberian kredit usaha tali, penytluhan dan sekolah lapangan.

(9) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepacla masyarakat atau pihak lain
yarrg melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan
pertanian atau dapat mengurangi luasan kawasan pertanian, meliputi :

a. pembatasan penyediaan prasar:ana dan sa.:ana permukiman untuk
mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;

b. penolakan pemberian prasarana dan sarala permukiman bagi peruntuka-rr
yang dilaksalakan pada kawasan pertanian lahan basah;

c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk
memenuhi kebutuhal penduduk yarlg sudah ada saja; darl

d. penolakan atau mempersulit perLinan.

{1O) Benflrk-bentuk insentif yang diberikan kepada masy arakat atau pihak lain yang
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan atau
dapat menambatr luasan kawasan perkebunan, meliputi :

a. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan
perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan
periitnan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan
memprioritaskal penyerapan tenaga kerj a lokal ;

c. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan
perizinan, kepada pihak yalg mengeiola perkebunan dengal merehabilitasi
kawasan lindung setempat;

d. pemberian keringanan atau penundaan paj ak (tax holiday) dan kemudahan
proses perizinan;

e. penyediaar sarala dan prasara-na kawasan oleh pemerinta_h untuk
memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;

f. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana
tata ruang ditetapkan dan Lidak sesuai tata mang serta dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan; dan

g. pemberian kemudahal dalam perizinan untuk kegiatal yang menimbulkan
dampak positif.

(11) Bentuk-benhrk disinsentif yang diberikal kepada masyaralat atau pihak lain
yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntuka:r kawasan
perkebunan atau dapat mengurangi luasan kawasan perkebunan, meliputi :
a. pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang

dalam pengeloiaan kegiatannya mengabaikarn kerusakan lingkungan dan
atau tidak sesuai dengan aturan perundang-unCangan yang berlaku;

b. tidak memberikal bantrran penlmluhan, pembangunan infrastruktur,
subsidi dan bantuan lainnya; dal

c. penolakan atau mempersulit perizinan.
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t 12) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yartg
t--';;iJ;;"k; 

kegiatan Jesuai dengan per.ntukan kawasan perikaran,

meliputi:
a. pemberian Pajak Yang ringan;
b. tantuan kredit dan sararla produksi;
c. bantuan Peralatan tangkaP; dan
d. kemudahan izin usaha perikanan isesuai aturan berlaku)'

fi 3) Bentuk-bentuk disinsentif yang diber:rkan kepacla nrasyarakat atau pihak lain
" "';;;*--"i"k;;&", kegiatan tidal' sesuai dengan peruntukar kawasan

perikanan, meliPuti :

a. Pembatasan izio bangunan;
b. retribusi/pajak tan"gunan febin tinggi yang berada pada sempadar

sungai;dan
c. tidaf menyediakan atau membangun prasarana dan sarana'

(14) Bentuk-bentuk insentif yang ciiberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang
,'-';"i;;;; i;;dtr. se"suai dengan pe.-rntukan kawasan pertambansan,

meliPuti:
a. memberikan kemudahan dalam proses penzlnan;

b. dukungan pembangunan infrastruktur;

". me*f"iilitasi urusin birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat;

d. mendukung p"t"tift"" tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaarr

Pertambangal; dan

". 
-p.roU".iurr "izin harus disertai kontrak reklamasi yang terulorr'

6 5.1 Bentuk-bentqk disinsentif yalg diberikan kepada masyarakat atau pihak lain
t'"';;;*-"i;;;;; 

kegiatan- tidak sesuai dengan peruntukan kawasan

pertambanBan, meliputi: . . ,--^^'^^- -,--z-". *""g.rr-aL"n re-tribusi yang tinggi bagi perusahaar yang mempunyar

aarniat cukup penting terhadap pelestarian lingkungan; 
-

b. mengenakan iiaUusi- *rusus-bigi perusahaan perta-mbangan yang tidak

melibatkan tenaga kerja lokal; dan
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana'

(16) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat alau pihak lain yang

melaksanakan t"Si"tro "."Jai 
dengan peruntukan kawasalt industri, meliputi :

a, pembangunan prasarana dan sarala;
b. kemudahal dalam investasi;
c. kemudahan dalam pemberial perizinan; dan

d. keringalan pajak dal lain-lain'

(17) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain
'- 'yang melaksan&an teglatan- ticlak sesuai dengan peruntukan kawasan

industri, meliPuti :

a. penolakan pemberial izin peruntukkan penggunaan lahan;

b. mengenak^r, ."ttlU,"l yang tinggi bagr industri yang mempunyai dampak

cukup penting terhadap pelestarian. lingkungan;
.. ,.r.rrj"rr"k r, 

-retribusi -kirusus 
bagi industri yang tidak melibatkan tenaga

kerja lokal; dan
d. pembatasal penyediaan prasarana dan sarana'

(1g) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada r:nasyarakat atau pihak lain yar1g

melaksanakan kegiatarr isuai dengan peruntukan kawasan pariwisata,

meliPuti:
a. penyiapan lahan untuk kawasan wisata;
b.kemudahanizinpembangunanfasiiitaspencltrkungpariwisata;
c. Pembangunan infrastruktur;
d.kemudahanm.mpttotehsambunganlistrik'I'DAM'telekomr'rnikasi
e. fasilitasi promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata; dan
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f. bantuan rehabilitasi n:mah penducluk yang digunakan untuk penginapan
tamu / wisatawan (home staY).

(19) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain
yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan
pariwisata, meliPuti :

a. pengenaan syarat yang berat bagt pelaku wisata .1'ang betentangan dengan
nonna dan tata krama setempat;

b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan

waduk/ danau; dan
c. pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana

wilaYah.

(2O) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyalakat atau pihak lain yang

melaksanakan. kegiatan sesuai dengan pemntukarl kawasan permukiman,
meliputi:
a. memberikan kemudahan perizina]1 pembangunan rumah / perumahal yartg

sesuai pemntukan;
b. membangun prasarana dan sarana permukimzrrr;
c. memban[rrn iasilitas umum dan sosial di karvasan permukima,; dan
d. menyiapfan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/ lisiba) '

(21-l Bentuk-bentuk disinsenti{ yang diberikan kepada masyarakat atau pihak laint- ',".rg melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasa,
permukimal, meliPuti :

a. penolakan pemberian izin peruntukkan penggunaan lahan;
b. pengenaan Pajak Yalrg tinggi;
c. iembatasan p.t yediart, prasarana dan sarana permukiman; dan

d. penolakan pemberian prasarana dan sarana permr-tkiman'

Bagial Kelima
Arahan Sanksi dan Pidana

Pase{ 67

(1) Salksi d.a:n pidana meflrpakan tindal<an penertiban yang diiakukan terhadap
'-' poi" r"*g yang tidak sesuai dengan re ncana tata ru2ng dan pengaturan zonasi;

(2) Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi

yang tidak sesuai dengan rcncana struktur ruarlg darl

arahan Peraturan zonzLsl;
tunpa Gin pemanfaaLan rllang yang dlterbitkan

d.Pemanfaatanruangtidaksesuaidenganizinpemanfaatanruangyang
diterbitkan berdasarkan RTRW;

e. Pelanggaral ketentuzur yang ditetapkan dalanr pelsyaratan izin pemalfaatan
ruang yang diterbitkan, berdasarkal RTRW;

f. Pemalfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

per;turan perundaig-undangan dinyatalan sebagai milik umum; dan/ a!au-
g. 'pem"rrf^"t n .,r"rrg -d".gan lzin yang diperoleh dengan proseduf yang tidak

benar'

(3) Sanksi administratif dan pidana dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang

beralibat pada terhambatnya pelaksanaan progrnm pola ruang; dan

(a) Sanksi ad.ministratif sebagaimana dimaksud pader ayat (3) dapat berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutuPan lokasi;
e. Pencabutan izin;
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administrasi terhadaP :

a. Pemanfaatan rualg
pola ruang;

b. Pelanggaran ketentuan
c. Pemanfaatan ruang

berdasarkal RTRW;



f. pembatalaninn,
g. pembongkaran bangurran;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. dendaadministratif.

(S) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dllam ayat (3) ini mengikuti peraturan

pemndangan Yang berlaku.

Pasal 68

(1)PeringatantertulissebagaimarradimaksuddaiamPasal6Tayat(4)hurufa' ' amtikan melalui p".r..bitrtt surat peringatall tertulis dari pejabat yang

Ult-""""g melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang' yalrg berisi :

a. peringitan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta

bentuk Pelan ggarannYa;
b. peringatan untuk sJgera melakukan tinda,kan,tindakan yang diperlukan

krruri ,uogua penyesuaian pemanfaatal ruang dengan rencarra tata ruang

dan/ atau fet"ntuan teknis pemanfaatal ruang yang beriaku; dal
c.bataswaktuma'ksimalyangdiberikanmelaktrkal-rpenyesuaianpemanfaatan

ruan8.

(2)Suratperingatantertulissebagaimanadima}sucidalamPasal6Tayat(a)huruf.,adiberikansebarryak.banyaknya3kalidenganketentuan.sebagaiberikut:

a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama' pej abat yang berwenang

melakukanpen"ertibankeduayangmemuatpellegasanterhadaphal-hal
sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;

b. pelanggarmengabaikanperingatan kedua, pejabat yang berwenang

melakukanpenertibanketigayengmemuatpenegasan.terhadaphal-hal

".U"g"l*"rrudimuatdalamsuratperingatanpert-amadankedua;danc. pelanggar *"r,g U*lt "l. 
peringatan 

-pertama' qelngatan kedua' dan

;;;gTt". ketig"a, pejabat y"t'g b"t*"'ang melakukarr penerbitan surat

keputusan p"t{"t ""t sanksi yattg dapat betupa penghentian kegiatart

sementara, penlhentian sementara pelayanan Llmum' penutupan lokasi'

Pencabutan izin.

Pasal 69

(1) Penghentia.n sementara kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65
'-' 

"y"f 
(4) huruf b dilakuk; melalui penerbitan surat perintah penghentian

kegiatanSementaradaripejabatYangberwenangmelakukanpenertibarr
pelanggaran pemanfaatan rua-ng yang berisi :

'". p"frU..it^frran tentang terjad-inya -peialggaran 
pemanfaatan ruang beserta

tentuk pelanggarannyi' y".rg dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

u. p".inga;n kJpada peianggar untuk menghentikan kegiatan sementara
'""*p"i aengan pelarggar mimenuhi kewajiban untuk. mengambil tindakan-
tindakan yang diperli.r-tan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan rlang
denganrencanatataruangdan/atauketentuanteknispemanfaatanruang
yang berlaku;

". 6"ti" waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan

kesadaran sendiri melakukaIl penghentian sementara kegiatan dan

melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. konsekuensi "kar. 

dilakukannya penghentian kegiatal sementara secala
paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah'

(2) Apabila pelanggar mengabaikal -perintah penghenlian kegiatan sementara,
'-' pi:"U"t y"rg G.*.nang melakulian penertiban dengan menerbitkan s,rat

keputllsanpengenaans"anksipengh"nti*n"..".,LaraSecarapaksaterhadap
kegiatan Pemanfaatan ruang.



(3) Peiabat yang berwenarg mela-kukan tindakan penertiban dengan
'-' *i*U",it irukZn kepada pilanggrr mengenai pengenaan. sanksi pengenaar-[;;;d 

pemanfaatan ruang daii akan segera dilakukan tindakan penertiban

oleh aparat Penertiban.
(4lBerdasarkansuratkeputusarpengenaansanksi'pejabatyal1gberwenangt'' 

;;j.k"k;penertiban'melakukan penghentian kcgiatan pemanfaatar ruarrg

secara paksa.

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan' pejaLrat yarrg berwenalg

melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yarg dihentjkan

tiJ.r. L".op.rasf kembali l*p"i dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar

,"t"t *.''"yesuaikan pemanfiatan ruangnya dengan 
- 
rencaia tata ruang

aanT atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku'

Pasal 70

Penehentian sementara pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

a7i;;;i;) ;"t"f 
" 

aiumr.u,, melalui langlrah-langkah sebagai berikut:

(11 Penerbitan surat pemberita'huan penghentian sementara pelayanal umum dari
t'' 

;:j;;*y*t;-;.;;;".g melakukart penertiban peianggaran pemanfaatan

ruang, Yalg berisi :

". 
pl.rit".itutt an tentang terjadinya -pela4ggaran 

pemanfaatan ruang beserta

bentuk pelanggarannyi yullg dirisalahkar dari berita acara evaluasi;

b. ;;rid"t"" tip"aa p"faneg* untuk mengambil rinda,kan-tindakas yang

iiperiutrn dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana

t^jt" *rI1g dan/ atau Gt"r1irun teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

c. batas wat tr-r mat<simal yang diberikal kepada peianggar untr:k dengan

kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya penghential sementara pelayanan umum

apabila pelanggar men gabaikal surat pemberitahual'

t2'l Aoabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan't"' pTili"i i.rg $".*""ani mehkukan penertiban dengan menerbitkan surat

keputusanp"rtg.rr"".r"".tt"ipenghentiansementarapelayananumumkepada
;;i;gg* a..r[*-*.*.,rat .inciin jenis-jenis pelayanan umum yang akan

diPutus.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada p-"lu,gg" mengenai pengenaan. sanksi pengenlan-k$;t"" 
pemanfdatan ruang dan akan segera clilakukan tindal<an penertiban

oleh aParat Penertiban.
(4) Berdasarkan surat keputusal pengenaan sanksi' pejabat yang berwenang

melalmkal penertiban melakukan penghenlian sementara pelayanan umum
yalrg akan diPutus.

(5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada 
- 
penyedia jasa

pelaya,an umum untuk"menghentilan pelayanan kepada pelanggar disertai
penjelasan secukuPnYa.

(6)PenyediajasapelayananLlmummenghentikanpelayanankepadapelanggar.

(7) pengawasan terhadap penerapan sa.ksi penghentian. sementara pelayanani
' ' ,r,'r]* dilakukan u.riot *"-^stikzre tidak terdapaL pelayan^n umum kepada

pelanggar sampai dengal pelarlggar rnemenuhi kewajibannya untuk
ileny;uaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencarla tata ruang dan

ketentual teknis pemanfaatan ruang yang berlaku'

Pasal 71

Penutupanlokasisebagaimanayangdimaf<suddalamPasa.l6Tayat(a)hurufd
dilakukan melalui langkah -langkah sebagai berikut :

-.'i J -



(1) penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenalg
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan rLlang, yarrg berisi :

a. pemberitahuan tentaxg terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
bentuk pelalggarannya yang dirisalahkal dari berita acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri
menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan rrang yarrg
melanggar rencana tata ruang dan/ atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam ralgka penyesuaian pemanfaatan
nrang dengan rencana tata ruang dan/ atau ketentuan teknis pemalfaatan
ruang yang berlaku;

c. batas walrhr maksimal yalg diberikan kepada pelalggar untuk dengan
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila
pelanggar mengabaikal surat peringatan'

(2) apabila pelanggar mengabaikal surat perintah yang disampaikan, pejabat yang' -berwenang 
melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan

pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.

1e) pejabat yang berwenang melakukal tindakan penertibal dengan' ' 
memUeritahut<an kepada peianggar mengenai pengenaan sanksi penutupan
lokasi yang akal segera dilaksanakan.

(4) berdasarkal surat keputl] san pengenaan saiksi, pejabat yaflg berwenang
melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa'

(5) pengawasal terhadap fenerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan' ' 
ioulsi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengal pelaaggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemalfaatan ruangnya dengai rencana tata
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlalru'

Pasal72
pencabuta-n izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

(1) penerbitan surat pemberitahual sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang
' t.*".rrrrg melakukan penertiban pelanggarar pemanfaatan ruang' yang berisi :

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta
Lentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk {".gu+. kesadarannya sendiri
in.ng-amUit tinaaUn-tihaakan yalg diperlukan dalam rangka penye.ualan
pemanfaatan rLang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis
pemanfaatan ruang Yang berlaku;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengal
kesadaral sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan rualg; dan

d. konsekuensi akan dilakuka]lnl'a pencabutan izrrr apabila pelanggal.

mengabaikan surat Peringatan.

(2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberita-huan yang disampaikafl,
pl3aUat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
Leputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksalakan.

(3) pejabat yang berwenang melakukal Lindakan penertiban dengan' 
mimberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan salksi pencabutan
inrr.

(4) pejabat yang berwenang melakukan tindaka-n penertiban mengajukan' 
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan Pencabutan izin.

(5) penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yaflg memiliki kewenangan
untuk melakukan Pencabutan izin.



(6) pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah
dicabut sekaligus perintah untuk secara 'permanen menghentikal kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah dicabut i:innya.

Pasai 73

Pembatalan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa-i 67 ayat (4) huruf f
dilakukan melalui langkahJangkah sebagai berikut :

(1) penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedrran antara pemalfaatan
rtrang menu.ut dokumen perizinan dengan arahal pemanfaatan ruang dalam
rencana tata ruang Yarrg berlaku'

(2) pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana
pembatalan izin, agar yang bersalgkutan dapat mengambil langkah-langkah
diperlukan .untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan
izir,.

(3) penerbitan kepuhrsan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenalg melakukan
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(4) pemberitahuan kepada pemegang izin
dengan memuat hal-hal berikut :

a. dasar pengenaan salksi;
b. hal-hal yang boleh dan ridak boleh

pembatalan izin dinyatakan secara
melakukan Pembatalan izin; dan

layak atas
dibatalkan

telah diperoleh dengan itikad baik.

(5) penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan
untuk rnelakukan pernbatalan izin; dan

(6) pemberitahuan kepada pemanfaat rlrang mengenai status izin yang telah
dibatalkan.

Pasal 74

pembongkaran bangunan sebagaimana d,inraksud dalam Pasal 67 ayat (a) huruf g
dilakukan melalui langkah-angkah sebagai berikut :

(1) menerbitkail surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yallg
berwenang melakukal penertiban pelalggaran pemanfaatan ruang.

(2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitlhuan yang disampaikan,
pi3ab"t yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan
pengenaan sanksi pembongkaran bangunal.

(3) pejabat yang berwenang melakukan penertibal memberitahukan kepada
p.larrggrt mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan
segera dilaksanakan.

(4) berdasarkan surat keputusar pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang
melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan
pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 75

pemulihal fungsi ruang sebagaimana yaI1g dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf
h dilakukan melalui langkahJangkah sebagai berikut :

(1) ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagial yang harus
dipr:lihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.

tentarg keputusan pembatalan izin,

dilakukan pemanfaat ruang hingga
resmi oleh pejabat yang berwenang

c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang
pembatalan izin, sej auh dapat membuktikan bahrva izin yang
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(2) penerbitan surat pemberita-huan perintah pemulihan lungsi ruang dari pejabat

yangberwenangmelakukanpenertibanpelanggaranpemanfaatanflrangyang
berisi :

a. pemberitahuan telltang terjadinya -pelanggaran 
pemanfaatan ruang beserta

bentuk p"f"t gg,t;ttyEyalg aHsafarrkan dari berita acara evaluasi;

b. peringatal k"p^d;;"i;gg;' untuk dengan kesadaran ;endr1 pemulihal

fungsi ruang agrr- s'L"uai*aengan ketentual pemulihan fungsi ruang yartg

telah ditetaPkan;
c. batas waktu m'aksimal yang diberikan kepada peian€gar untuk dengan

t"""a"trr sendiri melakukan pemulihan fungsi rrang; dan

d. konsekuerr"i vrI1g Jit"ri-. p.l^..gg* apabila mengabajkan surat peringatan.

(3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan. yang disampaikal'
'-' pi:"lJ ],rrg 6;.*";;;-*"trt ,rt rn penertiban menerbitkan surat keputusan

p".rg..r;o s-anksi pemuiihan fungsi ruartg'

(4) pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan

kenarla oelanqgar menfenai pengenaan sanksi pemulihal fungsi ruang yang

t#;;tirk;"ffik"" pellnggar dalam jangka waktu pelaksanaanva'

(.51 neiabat vang berwenang melakukal tindakan penertiban melakukan
t"' 

Xi'ril^*""l1 p""Iaksunaan kigiatan pemulihan fungsi ruang'

Pasal 76

Dendaadministratjfsebagaimanayangdimaksudda]amPasa]67ayat(4)hurufi
If.". ai"t"if.Uih lanjut otifr sxpo yang terkait dengan tata ruang'

Pasai 77

Apabila sampai jangka waktu yang dilcntukan pelanggar belum melaksanakal

pemulihan tungti t ;;g, p":"ult -y:"ng 
ue*arrggrrng jiwab melakukan tindalmn

penertiban a*p"t *"iliiitio ti"a"ttt' paksa uitufmelakukan pemulihan fungsi

ruang.

Pasal 78

Apabila pelanggar Pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan

pemulihan rrr.g"i.rJrif, p"*".i"r"n.a"pat mengajukan penetapan pengadilan agar

pemulihan dil"k rk;;i;ri pt*Lti"uit aLs beban pelanggar dikemudian hari'

Pengenaan sanksi Pidana
undangan Yang berlaku'

Pasal 79

cliatur berdasarkal hetentuan peraturan perundalg-

(1)

Pasal 80

Penvelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip

m,riya*arah untuk mufakat'

Dalamhalpenyelesaiansengketatidak.diPerolehkesepakatan,parapihakdapat
menempuh ,pry^ p"ny"i"Jaan sengke[a melalui pengadilan sesuai denga,

peratllran Perundan g undangan'

(2)

-,16-
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Pasal B 1

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pernerintah daerah diberikan

*.1*""rrg'tfr"sus Iebagi penyidik unruk melakukan penyidikan tindak pidana

iriiirr,JLo **g ""tig,*i*tt' 
ytt'g dimaksud clalam undang-undang hukum

acara pidana.

Untuk melaksanakan penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) berwenang:
a- Menerima, *"r"*r,'-Il1engumpulkaj1 dan meneliti keterangal atau laporan

berkenaan dengan tindafan pidana dibidang tata ruang agar keterangan

.t"t. i*po."tt teisebut menjadi iengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari d;;;";g"*ptliutt ketlra.gan mengenai orang pribadi

atau badan tentang keberiar^n perbuatan yarg dilakukan sehubungan

dengan tindak Pidana tata ruang;
c. Meminta keterangan J'rl U'fi' bukli dari orang pribadi atau badan

sehubungan tindak pidana dibidang Tata Ruang;

d. Memeriksa buku-duku, catataniatatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaal dengal tindak pidana dibidang-tata ruang;

e. Melakukan p."gg.l"JJ-; untuk t""t'ld^ptt bahan bukti pembukuan'

pencatatan d", ;;k;;tt-Jorttr*ttt rxt" serta melakukan penyitaan

ierhadaP bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan i"""S" ahti daiam ranglca peiaksanaa, tugas penyidik

tindak Pidana dibidang tata ruang;

S. M""yr""t berhenti alau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat p;;tiil;;:edLg berlan[sung dan memeriksa identitas

orang, Uenda dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata ruang;

i. Memanggil or*g ii't'"f didengar keierangannya Oan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
Menghi ntikan penyidikan dan/ atau;
il;i.ilrk r tinaadan hi;;;g perlu untuk kelancaran penvidikan tild"k
pidana dibidang t"ta .";; ";*:'^i 

a"ttg"' ketentuan Peraturan Perundang-

Undangal'

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada. ayat (t) memberitahukan
,-' }#JJ"V" p.riyiaiUr-, dan menyampail<an hasilnya kepada penuntut umum

melalui penyidik p.;alat polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan Yang diatur'

a"f"* 
"i-ta"rg-undang 

hukum acara pidana'

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN

Bagian Pertama
Hak MasYarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan'

masyarakat berhak:
a. mengetahui secara terbuka in'formasi dalam bentLik dokumen dan peta RTRW

manpun Produk turunannya;
b. menikrnati ."""r""i."",,*-il}-, atau pertambaharr nilai ruang sebagai akibat dari

penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang la.yak atas konclisi yang dialaminya sebagai

akibat pelaksan.an t"giat* f"*f"og"nan yarrg sesuai dengar rencana tata

ruang;
cl.mengajukankeberatankepadaPernerinta.hKabrrpalenterhadappembalgunan

d.i wilavahnya yang tidak sesuai dengal RTRW Kal:upaten;

t.
1-
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e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerinta-Lr Kabupaten dan/ atau
p.*Jgrog izin apabila-kegiatan pembangunan yarg tidak sesuai dengan RTRW

Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 83

(1) untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dirnaksud daLam pasal 82

huruf a selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

dari Berita Acara Daerafr Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata
ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau .sosialisasi oleh

Peme"rintah- rabupaten pada tempat-tcmpat yaig memungkinkan masyarakat

mengetahuinYa dengal mudah.

(2) Pengumumarl atau penyebarluasan- sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' ' 

dike*tahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencalta tata ruang
yang bersanglmtan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor ya-ng secaJa

iungsional menangani rencana tata ruang tersebut'

Pasa-l 84

(1)Dalammenikmatimanfaatruangdan/ataupertambahannilai.ruangsebagai
akibat penataal ruang sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b'

plf"f.*ro"".t Va dilakuian 
""-".,ui 

d"ttgtt' ketentuan peraturan perundang-

undangan.

f2) Untuk memberikan pemalfaatan ruang beserta sumberdaya alam yang
t-' I".'g[.a""g4il;rry" kepada masyarakat, antara lain dapat berupa manfaat

ekonomi, sosiar aun [ngkungan, c]ilaksanerkan atas dasar pemilikan,

penguasaan, atau pemberian hal<. tertentu berdasarkan ketentuan peraturar

i"rrind"og-u.rarog; dan/atau hukum adat serla kebiasaal yallg berlaku atas

rualg Pada masYarakat setemPat'

Pasal 85

(1) Hak memperoleh penggantial -yang 
laya]< atas kerugian terhadap perubahal

' ' status seriula yuog aiilifif.i oleh masyarakat sebagai akibat pelaksa,aan RTRW

ai""Ggg*ukrn aJ"sro cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;

dan

(2)Dalamhartidaktercapaikesepakatanmengentripenggarrtianyanglayak'-' 
".tagai*rna 

dimaksud paaa ay"t {1) maka pe,yelesaiannya dilakukan sesuai

deng[n ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kedua
Kewajiba:i'MasYarakat

Pasa-l 86

Dalarn pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang u"su"i a.ngan izin pemafaatan ruang dari pejabat yang

". H#:ffifto.a"rr*ru. yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

malg; dan
d. mem6erikan akses t_erhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturafl

perundangan-rrndangan dinyatakan sebagai milik -:r:rum'
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Pasal 87

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 86 diiaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan

k"i;;, kaidah, baku mutu da,, aturai-aturan penataan rLlang yang ditetapkaa

dengan peraturan perundalg-undangai': dan

(2)Kaidahdanaturanpemanfaatanruang'yangdipraktekkanmasyarakatSecara'-' to.rr.r-t"*lr.,rn dapat diterapkan sepa.I.jang memperhatikan faktor-faktor daya

autong lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan

.rr"I1g 
""".ti daplat 

'menjamin peinanfaatan rLlang .yang serasi, selaras dan

seimbang.

Pasal BB

(l.I Peran masvarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Selata-n dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa:

a. perarl masyarakai diperlukan kargna masyarakat yang mengetahui

kebutuhan pengembangan wilayah/ Kabupaten;
b. ;;r;.o^"y.*,.rtlt merupakan upaya untuk meminimasi risiko dan konflik;

". i".ro maslarakat merupakan suaiu ptose" pembelajaran massal'

(2)Peranmasyarakatsebagaimanadimaksuddalamayat(1)dilalnrkansesuai'-' d".,g* kondi"i masyrrakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangal;

(3) Peran masyarakat. sebagaimana dimaksucl dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyampalall rnforriasi dari pemerintah dalarn hal ini melalui Badan/Dinas

t"p*a" masyafakat m.ngerrai kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten

l-"-buhrttb^t, Selatan yang telah dibuat;
b. dialog atau pertukara-n in-formasi antara Pemerintah dalam hal ini melahri

eaaiToinas denga, masyarakat mengenai substansi T3*r1P ya,g perlu

dibahasdalamprosesperencanaantataruangwilayahKabupaten
Labuhanbatu Selatan;

c. analisis bersama antafa masyarakat dan pemerintah mengenai alternatjf
kebij akan Penataarl ruang;

d. konsultasipublik untuk memilih alternatif skenario penataan rua.ng;

e.pembuatan.kesepakatanbersamaantalaPenerintahdanmasyara}at
mengenai ara1. kebijakan penataan ruang ;

f. peniendafian dan pi.tga,r,l"u]1 pernanfaatan ruang oleh masyarakat;
g. p..;Ui.r"ro p".ry"ie.rggataan penataan ruang oieh kelompok masyarakat

" ffflifl?r??S::HiYffi"ilmm; aruran mengenai penverenggaraan

Penataa-n ruang; dan
i. pelaksanaan p[.ro *""y*akat sebagaimana dimaksud.dilakuka:r dalam

ietiap elemer. dari penyelenggaraar penataan ruang, meliputi pengafi:ran,

p"*birr"ro, pelaksanaan, dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur
lebih rinci dalam peratura;r lainnya'

Pasal 89

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Pada tahaP:
a. perencanaan tata ruanS;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalial pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencaraan tata ruang berupa:
a. masukan mengenai:

1) persiapan pen5rusunan rencana tata ruang:
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2) penentuan arah pengembangan wilayah atzru kau'asan;
3) pengidentifikasi potensi dal mzrsalah pcrnbangunan wilayah atau

kawasan;
4) perumusan konsepsi rencana tata rlrang; dan/eilau
5) penetapan rencana tata rualg.

b. kerjasama dengan pemeirntah daerah dan/atau ses€rma unsur masyarakat
dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat cla-lam pemanfaatan ruang clapat berupa:
masukan mengenai kebijakan pemalfaatan rutlng;
kerjasama dengan pemerintah daerah dan/ attru slsama unsur masyarakat
dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memalfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektifrtas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan loka1 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan;

e. kegiatal menjaga kepentingan pertahanal dan keamana-n serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dart

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peratural pemndang-undalgan.

(a) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian penranfaatan ruang dapat
berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peratuan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengalt'asi pelaksanaal rencana tata

ruang yang telah ditetaPkan;
c. pelaporan kepada instansi dal/atau pejaba.t yzrrrg berwenang dalam hal

menemukal dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruarg yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 9O

(l) Untuk menunjang penataan dal pemalfaatan ruan€{, Pemerintah Daerah dapat
membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang I)aerah (BKPRD) atau Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD); dan

(2) BKPRD atau TKPRD sebzrgaimana dimaksud pada ayat (1) addah badan atau
tim yang bersifat ad-hoc di daerah yang mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruarlg di daerah
menyangkut perencanaan, pemanfaatan dal pengendalian rencana tata ruang.

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata ke{a BI(PRD dan TKPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

(1) Janeka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan
yaitu tahun 2Ol7 -2036 dal dapat ditinj au kembali f (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun;

b.
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(2)

(3)

(4)

Da-1am kondisi lingkungan stralegis tertentu yang, bcrkaitan dengan bencana

alam skala besar, perubahan batas teritorial negala tLtau batas wilayah yang

ditetapkan dengan 
-undang-undang, 

RTRW kabup:rte::t ciapat ditinjau kembali
lebiir dari 1 (satu) kali dalanr 5 (lima) tahun.

peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diiakukan

"p"Uifa 
terjadi perubahan Lebijakan nasionai dan stra,tegi ya,,g mempengaruhi

pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

Dengan berlakunya pefaturan claerah ini, maka perlu segera disusun rencana

detJ tata ruang dalam.lalgka waktu 20 (dua pulul-r) tahun kedepan'

(S)PeraturanDaera]rtentangRTRWkabupatenclilengkapidenganDokumen
Rencana Tata Ruang Wltayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini +

(6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanal terhadap--' 
L"si"r, wilayah tabupaten-yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat

p"iaturun 
-daerah irri aii.tapt an, rencana dar-r album peta sebagaimana

iLrr"rcra pada ayat (5) diiesuaikan dengan peruntukan kawasal hutan
berd.asarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan'

t7)Da]amhalterdapatpenetapanbatasra'ilayaholehMenteriDalamNegerit'' 
;;;;rp *1"v"irt^u.,rpat.rriain berbatasan yang belum disepakati pada saat
peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 akan diiesuaika:r berdasarkan Peraturan Menteri Da-larn

Negeri Republik Indonesia.

(B)Dalamhalterd'apatwilayahyangmasihberadadalamstatuskawasanhutan'
diselesaikanberdasarkanketentuanperaturanper-undang-undangan.

BAB X
KRTENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

[] pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan- felaksanaan,', 
;;;;;.#,r" ;;"gan penataan ruang yang telah ada tetap berlalor sepanjang

tidak bertentrog*"d".ri.n dan belum diganti beroasarkan Perahrran Daerah

ini.
(2) Dengan berlakunYa Peraturan Daerah ini, makat:

telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ini tetap be rla.ku sesuai dengan masaa. 'rzin pemanfaatan ruang Yang

ketentuan Peraturan Daerah
berlakunya; dan

b. izin pemaifaatan ruang yang telah dikeiuarkan te tapi tidak sesuai dengal
ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketent.r-rein:

i. 
""t"f. 

yang beium dilaksanakan pembar-rgunannya' bln tersebut

disesuaii<an dengan fungsi kawasan berd.sarkan Peraturan Daerah ini;
2.untukyangsudah-dilaksanakanl:embangunannya,dilakukan

penyesuaian dengan masa trartsisi berdasilrkan ketentual peratura-n

perundang-undangan; dan
3. untuk yang ",Jd"h 

dilaksanakan pembangunanny-a a31 tidak
*.-rrrgi.i.r1i* u.tuk diiakukan penyesuaizrn dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yiurg telah diterbitkal dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yanEl timbul sebagai akibat
pembatalar:. izin tersebut dapat diberikan peoggantial yang laya!'

c. pemanfaatan ruang di Kabupat.:n yang ciiscler-rggarakan tanpa izin dan

tertentangan denga. ketentuan t\lraturan claerah ini, akan ditertibkan dart

disesuaikan dengan Peraturan daerah'ini; dan
d.pemanfaatanruangyangsesuaidenganketenlrranPeraturandaera}rini,'agar dipercepat untuk mendapatkan izin yalg diperlukan'
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BABxII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

(1) Buku Materi Teknis dan Album Peta Rencala Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Selatall Tahun 2OI7 -2036 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjarg' 
mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Kr:putusan Bupati'

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengrmdangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten'

Ditetapkal di KotaPinang
pada tanggal 31 Oktober 2O17

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di KotaPinang
31 Oktober 2O17

AERAH KAEIUPATEN,

DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4
SERI D NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

PROVINSI SUMATERA UTARA : $/r92/2o17\
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